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TRIGITA TIKU, (B11111427), “Penerapan Asas Contradictoire 
Delimitatie dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kota 
Makassar”. Dibawah bimbingan Aminuddin Salle sebagai Pembimbing I 
dan Sri Susyanti Nur sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas 
Contradictoire Delimitatie dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, faktor-
faktor yang menghambat penerapan asas Contradictoire Delimitatie dalam  
pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali di Kota Makassar dan 
implikasi hukum jika asas Contradictoire Delimitatie tidak dilaksanakan 
sesuai dengan aturannya. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu Kantor Badan 
Pertanahan Nasional Kota Makassar dengan melakukan wawancara 
dengan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, Kepala Seksi 
Pendaftaran Tanah dan Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Tanah 
terkait dengan pelaksanaan Asas Contradictoire Delimitatie dalam 
pelaksanaan pendaftaran tanah di Kota Makassar serta data dokumen-
dokumen dari instansi terkait dan peraturan perundang-undangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Penerapan asas 
Contradictoire Delmitatie dalam penetapan batas pada proses 
pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional kota Makassar belum 
berjalan sebagaimana mestinya. Karena seharusnya penerapan asas 
Contradictoire Delmitatie dilakukan pada saat sebelum petugas ukur 
melakukan pengukuran, pihak-pihak yang berbatasan harus hadir dan 
menunjukkan batas-batas tanahnya sekaligus memasang tanda-tanda 
batas pada batas yang telah disepakati. 2) Faktor-faktor yang 
menghambat penerapan asas Contradictoire Delmitatie dalam penetapan 
batas pada proses pendaftaran tanah antara lain adanya sengketa batas 
tanah, tanah tidak dipasangi patok, sehingga batas tanahnya tidak jelas, 
hal ini menyulitkan dalam pengukuran dan pemetaan, para pihak baik 
pemohon maupun pemilik tanah yang berbatasan tidak bisa hadir pada 
waktu penetapan batas tanah, hal ini menghambat dalam pengukuran 
sehingga memperlambat penyelesaian pendaftaran tanah. 3) Implikasi 
hukum jika asas Contradictoire Delmitatie tidak dilaksanakan sesuai 
dengan aturan maka akan terjadi ketidakpastian hak seseorang atas 
kepemilikan suatu bidang tanah yang mengakibatkan sengketa dan konflik 
pertanahan. Seperti terjadinya sengketa batas antara pemegang hak yang 
satu dengan pemegang hak yang lain yang berbatasan sebagai akibat 
tidak adanya batas yang jelas dan benar 
 
Kata Kunci:  Contradictoire Delimitatie 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
       Tanah bagi rakyat Indonesia merupakan  suatu hal penting, 
karena semua aktifitas dalam kehidupan sehari-harinya tergantung 
kepada tanah. Selain itu dikatakan pula bahwa terdapat hubungan 
magis religius antara manusia dengan tanah, sebab seluruh aspek 
hidup manusia tidak terlepas dari tanah, dan juga perkembangan 
perekonomian yang pesat dan banyak tanah yang tesangkut dalam 
kegiatan ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, pembebanan hak 
atas tanah yang dijadikan jaminan utang karena adanya pemberian 
kredit, sehingga semakin lama semakin terasa perlunya suatu jaminan 
kepastian hukum hak-hak atas tanah. 
Salah satu tujuan pokok Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ialah meletakkan dasar 
untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah 
bagi seluruh rakyat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia melaksanakan kegiatan 
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia sesuai dengan amanat 
dari Pasal 19 ayat (1) UUPA. Pendaftaran tanah bertujuan untuk 
memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
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kepada pemegang hak atas tanah.1 Terselenggaranya pendaftaran 
tanah memungkinkan bagi para pemegang hak untuk membuktikan 
hak atas tanah yang di kuasainya. 
Pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan 
kepastian hukum dikenal dengan sebutan rechts cadaster / legal 
cadaster. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwujudkan dalam 
pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang didaftar, 
kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini 
menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.2 Kebalikan dari 
pendaftaran tanah yang rechts cadaster, adalah fiscaal cadaster, yaitu 
pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menetapkan siapa yang wajib 
membayar pajak atas tanah. Pendaftaran tanah ini menghasilkan surat 
tanda bukti pembayaran pajak atas tanah, yang sekarang dikenal 
dengan sebutan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi 
dan Bangunan (SPPT PBB).3 
Pendaftaran tanah meliputi pengukuran, pemetaan, dan 
pembukuan tanah.4 Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan 
pendaftaran untuk pertama kali, maupun pendaftaran untuk peralihan 
                                                          
1  Urip Santoso, Hukum Agraria : Kajian Komprehensif,  Prenada Media Group,  
Jakarta, 2012, hlm. 278. 
2  Lihat Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah. 
3   Urip Santoso , Loc.cit  
4  Lihat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agaria. 
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hak atas tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah saat ini diatur dalam 
Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah dan untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah 
diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 24Tahun 1997.  
Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah 
meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, serta 
pemberian surat-surat sebagai tanda bukti hak atas tanah tersebut. 
Proses pengukuran tanah merupakan salah satu langkah penting 
dalam pendaftaran tanah, namun sebelum proses tersebut 
dilaksanakan terlebih dahulu harus dipastikan bahwa tanda batas telah 
terpasang pada setiap sudut bidang tanah yang akan diukur. 
Pemegang atau pemilik tanah memiliki kewajiban memasang dan 
memelihara tanda batas.5 Kewajiban memasang atau memelihara 
tanda batas yang telah ada dimaksudkan menghindari terjadinya 
perselisihan atau sengketa mengenai batas tanah dengan para pemilik 
tanah yang berbatasan. Penetapan  batas tersebut dilakukan oleh 
pemilik tanah dan para pemilik  tanah yang berbatasan secara 
kontradiktur dikenal dengan asas Kontradiktur Delimitasi atau 
Contradictoire Delimitatie.  
                                                          




Perjanjian mengenai letak batas ini melibatkan semua pihak, 
masing-masing harus memenuhi kewajiban menjaga letak batas 
bidang tanah. Setiap perjanjian berlaku suatu asas, dinamakan asas 
konsensualitas dari asal kata konsensus artinya sepakat. Asas 
konsensualitas berarti suatu perjanjian sudah dilahirkan sejak detik 
tercapainya kesepakatan, perjanjian sudah sah apabila sudah 
sepakat.6 
Pemasangan tanda batas ini harus disaksikan pejabat atau 
aparat yang mengetahui atau memiliki data para pemilik tanah yang 
berbatasan. Data ini dimiliki oleh Kepala Desa atau Kelurahan, oleh 
sebab itu pelaksanaan asas ini wajib disaksikan oleh aparat desa atau 
kelurahan. Asas Contradictoire Delimitatie dibuktikan dengan surat 
pernyataan yang ditandatangani pemilik tanah dan para pemilik tanah 
yang berbatasan dan oleh Kepala Desa atau Kelurahan. Pada saat 
yang sama juga ditandatangani Daftar Isian 201 yang diperoleh dari 
Kantor Pertanahan. Kedua bukti tertulis tersebutlah yang menjadi 
syarat untuk mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor 
Pertanahan sebagai tahap awal dalam proses pendaftaran tanah. 
Petugas ukur Kantor Pertanahan tidak akan pernah melakukan 
pengukuran tanpa tercapainya asas Contradictoire Delimitatie antara 
pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan.  
                                                          
6  Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
5 
 
Asas  Contradictoire Delimitatie dalam Pendaftaran Tanah juga 
menjadikan prinsip musyawarah mufakat yang terkandung dalam sila 
ke-4 Pancasila sebagai landasan dalam penerapannya di 
masyarakat.7 Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa 
dan konflik pertanahan yang akan terjadi dikemudian hari.  Dengan 
demikian sebelum dilaksanakannya pengukuran adalah hal yang wajib 
untuk dipenuhinya asas Contradictoire Delimitatie, jika tidak demikian 
maka kelanjutan dari proses pendaftaran tanah akan sia-sia. 
Pengukuran tidak dapat dilaksanakan, demikian juga pembuatan peta-
peta serta pembukuan tanah, terlebih pemberian surat tanda bukti hak 
tentu tidak akan diperbolehkan.  
Meskipun masalah kepemilikan tanah telah diatur sedemikian 
rupa, namun masih saja terdapat permasalahan-permasalahan yang 
terjadi dilapangan seperti tumpang tindih atau overlapping batas 
bidang tanah akibat tidak jelasnya batas bidang tanah yang 
disebabkan pemilik bidang tanah tidak memelihara batas bidang 
tanahnya dengan baik.  
                                                          
7  Andika Rahman, Contradicture Delimitatie "Segenggam Semangat Musyawarah 
Mufakat ditengah Gelombang Transformasi Agraria" , diakses melalui 
http://ndikarahman.blogspot.com/2012/02/contradicture-delimitatie-segenggam.html 




Selain masalah tumpang tindih batas bidang tanah, pada 
kenyataan dilapangan asas Contradictoire Delimitatie tidak dapat 
berjalan dengan baik. Asas ini sering tidak dapat berjalan dengan baik 
dikarenakan adanya perselisihan internal pemilik tanah dengan pemilik 
tanah yang berbatasan. Perselisihan ini mengakibatkan pihak yang 
berbatasan menolak hadir pada saat pelaksanaan penetapan batas 
serta menolak menandatangani surat pernyataan batasan dan Daftar 
Isian 201 yang diperoleh dari Kantor Pertanahan. Dengan terjadinya 
penolakan tersebut proses pengukuran tidak dapat terlaksana karena 
tidak ada kata sepakat antara kedua belah pihak. Ketidaksepakatan 
akan batas bidang tanah mengakibatkan proses pendaftaran tanah 
menjadi terhambat. 
Di samping itu, pada setiap penetapan batas dilapangan harus 
dihadiri oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan. 
Namun ada kalanya pihak yang tanahnya berbatasan tidak dapat hadir 
karena tinggal diluar kota atau bahkan diluar negeri. Pemilik tanah 
tidak dapat menghubungi pihak yang berbatasan, sementara aparat 
desa pun juga tidak mengetahui secara pasti batas tanah tersebut. Hal 
ini juga menghalangi penerapan asas Contradictoire Delimitatie 
sehingga juga memperlambat proses pendaftaran tanah. 
Pada saat penetapan batas dilapangan kedua belah pihak hadir 
bersama-sama menetapkan batas. Namun saat penetapan batas 
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antara kedua belah pihak tidak terjadi kata sepakat mengenai batas 
bidang tanah. Kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah satu 
dengan yang lain. Dengan situasi ini maka asas Contradictoire 
Delimitatie tidak dapat terlaksana sehingga proses pendaftaran tanah 
terhambat. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis 
tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan Judul “ Penerapan 
Asas Contradictoire Delimitatie dalam Pelaksanaan Pendaftaran 
Tanah di Kota Makassar “ 
 
B. Rumusan Masalah 
1) Bagaimanakah penerapan asas Contradictoire Delimitatie 
dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali di 
Kota Makassar? 
2) Adakah faktor-faktor yang menghambat penerapan asas 
Contradictoire Delimitatie dalam  pelaksanaan pendaftaran 
tanah untuk pertama kali di Kota Makassar? 
3) Bagaimanakah implikasi hukum jika asas Contradictoire 





C. Tujuan Penelitian 
1) Untuk mengetahui penerapan asas Contradictoire Delimitatie 
dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali di 
Kota Makassar. 
2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat 
penerapan asas Contradictoire Delimitatie dalam  
pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali di Kota 
Makassar. 
3) Untuk mengetahui implikasi hukum jika asas Contradictoire 
Delimitatie tidak dilaksanakan sesuai dengan aturannya. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1) Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pemikiran atau memberikan solusi  dalam bidang hukum 
agraria terkait dengan asas Contradictoire Delimitatie. Dapat 
dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang 
ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakan hukum 





2) Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan 
hukum khususnya hakim dalam pengambilan keputusan bila 
nantinya menghadapi kasus yang berkaitan dengan masalah 






















1. Pengertian Tanah 
Tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang dibutuhkan 
manusia dan berfungsi sangat esensial bagi kehidupan manusia, 
bahkan menentukan peradaban suatu bangsa. Menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, tanah dapat diartikan sebagai:  
1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali 
2. Keadaan bumi disuatu tempat 
3. Permukaan bumi yang diberi batas 
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, 
batu, cadas, napal, dan sebagainya).8 
 
Perlu diketahui bahwa pengertian tanah dalam hal ini 
merupakan pengertian tanah dalam arti yuridis. Hal ini perlu di batasi 
sebab dalam bahasa Indonesia, pengertian tanah dapat digunakan 
dalam berbagai arti.  
Tanah dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah 
diberi batasan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
                                                          
8 Boedi Harsono, 2008.  Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-
undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan,Jakarta. hlm. 19 
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Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), dalam Pasal 4 yang 
menyatakan bahwa : 
“Bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara, sebagai yang 
dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak 
atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat 
diberikan kepada dan dipunyai olehorang-orang, baik sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang-orang lainserta badan-
badan hukum.” 
 
Jelaslah, bahwa tanah dalam arti yuridis adalah permukaan 
bumi (ayat 1). Maka dari permukaan bumi sebagai bagian dari tanah 
yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum, oleh karena 
itu hak-hak yang timbul diatas hak atas permukaan bumi (hak atas 
tanah) termasuk didalamnya bangunan atau benda-benda yang 
terdapat diatasnya merupakan persoalan hukum. Persoalan hukum 
yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan hubungan antara tanah 
dengan tanaman yang terdapat diatasnya.  
Tanah sebagai mana yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 
1997 adalah meliputi bagian permukaan bumi yang merupakan satuan 
bidang yang terbatas dan merupakan objek dari pendaftaran tanah. 
Jadi yang dimaksud dengan tanah dalam tulisan ini adalah permukaan 
bumi yang terbatas dan merupakan objek pendaftaran tanah yang 
mana tujuan akhir dari pendaftaran tanah tersebut adalah untuk 




Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya 
meliputi juga sebagian tubuh bumi ada dibawahnya dan sebagian dari 
ruang-ruang angkasa yang ada diatasnya, dengan pembatasan dalam 
Pasal 4, yaitu :  
“……sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 
berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan, 
dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan lain 
yang lebih tinggi.”9  
 
Pendapat tersebut, tampak lebih mengarah kepada pengertian 
agraria menurut hukum Indonesia, sedangkan tanah menurut UUPA 
terbatas pada kulit bumi saja, sedangkan air dan ruang angkasa tidak 
termasuk pada pengertian tanah.  
Syahruddin Nawi lebih lanjut mengemukakan tentang klasifikasi 
negara bebas dan tanah negara tidak bebas dengan penjelasan 
sebagai berikut: 
“Jika diatas tanah tidak ada pihak tertentu (orang atau badan 
hukum) maka tanah itu disebut tanah yang langsung dikuasai oleh 
negara atau tanah negara yang bebas (vrij lands domein). Kalau 
diatas tanah itu ada hak pihak tertentu, maka tanah tersebut 
disebut tanah hak atau tanah negara yang tidak bebas (onvrij 
lands domein). Tanah hak itu juga dikuasai oleh negara, tetapi 
penguasaannya tidak langsung, sebab ada pihak tertentu 
diatasnya. Bila hak pihak tertentu itu kemudian hapus, maka tanah 
itu menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Dengan 
demikian, tanah yang berstatus onvrij lands domein dapat menjadi 
                                                          
9  Lihat Pasal 4 Ayat (2) UUPA . 
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vrij lands domein bila hak-hak pihak tertentu yang ada diatasnya 
menjadi hapus.”10 
 
Pernyataan diatas sudah menghubungkan antara tanah dengan 
hak atas tanah dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 
ayat (2) UUPA, yaitu hak menguasai atas tanah dari negara, sehingga 
ada tanah negara yang bebas dan ada tanah negara tidak bebas, 
tanah hak milik tergolong tanah negara tidak bebas (onvrij lands 
domein).  
Tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya, dapat 
diklasifikasikan sebagai tanah negara. Ali Achmad Comzah 
mengemukakan bahwa tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai 
oleh perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.11 
Tanah sebagai mana yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 
1997 adalah meliputi bagian permukaan bumi yang merupakan satuan 
bidang yang terbatas dan merupakan objek dari pendaftaran tanah. 
Jadi yang dimaksud dengan tanah dalam tulisan ini adalah permukaan 
bumi yang terbatas dan merupakan objek pendaftaran tanah yang 
mana tujuan akhir dari pendaftaran tanah tersebut adalah untuk 
                                                          
10  Zulkifli. 2007. Status Kepemilikan Hak atas Tanah, Pemukiman Nelayan 
Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Makassar, Skripsi, Sarjana Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 14. 
11  Ali Achmad . 2002. Hukum Pertanahan. Seri Hukum Pertanahan I. Pemberian 
Hak atas Tanah Negara. Seri Hukum Pertanahan II. Sertifkat dan Permasalahannya. 
Prestasi Pustaka. Jakarta. hlm. 1 
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mendapatkan kepastian hukum dengan diterbitkannya sertifikat hak 
atas tanah. 
 
2. Hak Penguasaan atas Tanah Pada Umumnya  
 
Dalam  Hukum  Pertanahan Nasional diatur  bermacam-macam hak 
penguasaan atas tanah, antara lain: 
a.  Hak Milik  
 
Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang hak 
milik yang merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang 
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam 
Pasal 6. Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa hak milik 
mempunyai unsur-unsur :12 
 
1) Turun-temurun yang artinya hak milik tidak hanya berlangsung 
selama hidupnya orang yang mempunyai, tetapi dapat dilanjutkan 
oleh ahli warisnya apabila pemiliknya meninggal dunia.  
 
2) Terkuat menunjukkan  
 
a) Jangka waktu  
 
b) Hak yang terdaftar dan adanya tanda bukti  
 
3) Terpenuhi artinya  
 
a) Hak milik yaitu memberikan kewenangan pada yang punya 
                                                          
12 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
1994. hlm 236. 
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hak, yang paling luas jika dibandingkan dengan hak lain.  
 
b) Hak milik bisa merupakan induk daripada hak-hak lainnya 
artinya, seorang pemilik tanah bisa memberikan tanah 
kepada orang lain dengan hak-hak yang kurang daripada hak 
milik : menyewakan, membagi hasil, menggadaikan dan 
sebagainya.  
c) Hak milik tidak berinduk kepada hak atas tanah lain, karena 
hak milik adalah hak yang paling penuh.  
 
d) Hak milik dilihat dari segi peruntukannya terbatas.  
 
 
Hak milik dapat terjadi karena :13 
 
1) Berdasarkan hukum adat, biasanya dengan jalan membuka tanah 
artinya, membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian.  
 
2) Penetapan Pemerintah, misalnya pemberian tanah kepada warga 
transmigran.  
 
3) Ketentuan Undang-undang.  
 
Hak milik hanya boleh dipunyai oleh Warga Negara Indonesia, 
baik sendiri maupun bersama dengan orang lain. Badan hukum tidak 
boleh memilki tanah dengan orang lain. Badan hukum tidak boleh 
memiliki tanah dengan status hak milik, kecuali yang ditunjuk 
berdasarkan Peraturan Pemerintah.14 Badan hukum yang dapat 
mempunyai tanah dengan tanah hak milik dimaksud dalam Pasal 21 
                                                          
13  Mudjiono, Hukum Agraria, Liberty, Jogjakarta, 1992. hlm 9 
14  Effendi Perangin, Op.cit, hal 240 
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ayat (2) ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 
adalah : 
 
1) Bank-bank yang didirikan oleh negara  
 
2) Perkumpulan-perkumpulan koperasi Pertanian yang didirikan 
berdasarkan UU No. 79 tahun 1958  
 
3) Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Mentri Dalam Negeri  
 
Hak milik dapat beralih karena :15 
 
1) Pewarisan tanpa wasiat  
 
2) Pemindahan hak: jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian 
menurut adat, hibah wasiat. 
Hak milik dapat hapus karena : 
  
1) Tanahnya jatuh pada negara, hal ini disebabkan :  
 
a) Karena pencabutan hak  
 
b) Karena penyerahan sukarela dari pemiliknya  
c) Karena tanah tersebut ditelantarkan  
d) Subjeknya tidak memenuhi syarat, antara lain karena belum 
cukup umur, di bawah perwalian atau pengampuan, tidak 
sehat akal. 
 
2) Tanahnya musnah  
 
                                                          
15 Boedi Harsono, Hukum Agraria Nasional, Djambatan, Jakarta,  1994, cetakan 
ke-5, hlm 259 
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 b. Hak Guna Usaha  
 
Ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA, hak guna usaha adalah 
hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, 
dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 guna 
perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan. 
 
Ada batasan-batasan tertentu untuk hak guna usaha yaitu: 
 
1. Luas tanah minimal 5 hektar dan paling banyak adalah 25 hektar 
(Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 
1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak 
pakai atas tanah)  
2. Jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi 
untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.  
 
Hak guna usaha dalam  Pasal 30 UUPA dapat dimiliki oleh : 
 
1) Warga negara Indonesia  
 
2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia  
Seperti halnya ketentuan dalam Pasal 31 UUPA, hak guna usaha terjadi 
karena penetapan pemerintah. Selain itu dapat juga karena konversi. Untuk 
peralihan hak guna usaha dapat terjadi karena :16 
1) Pemiliknya meninggal dunia.  
 
2) Perbuatan hukum tertentu yang sengaja dilakukan, misalnya jual beli, 
                                                          
16  Effendi Perangin, Op.cit, hlm 271 
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tukar menukar, penyertaan modal, hibah atau legaat.  
Hak guna usaha hapus karena ( Pasal 34 UUPA) :  
 
1) Jangka waktunya berakhir. 
 
2) Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu 
syarat tidak terpenuhi. 
 
3) Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya 
berakhir . 
4) Dicabut untuk kepentingan umum  
 
5) Ditelantarkan  
 
6) Tanahnya musah  
 
7) Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2)  
c. Hak Guna Bangunan  
  Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka 
waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun 
(Pasal 35 UUPA). Yang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah 
(Pasal 36 ayat (1) UUPA) adalah : 
 
1) Warga negara Indonesia  
 
2) Badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia  
 
Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan adalah tanah 
negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik. Peralihan hak guna 
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bangunan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah 
No. 40 tahun 1996 dapat terjadi karena jual beli, tukar-menukar, penyertaan 
dalam modal, hibah dan pewarisan. 
 
Hapusnya hak guna bangunan (Pasal 35 PP No. 40 tahun 1996) 
adalah karena : 
 
1) Jangka waktu berakhirnya  
 
2) Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan 
atau pemegang hak milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena :  
a) Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak  
 
b) Tidak terpenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang 
tertuang dalam perjanjian pemberian hak guna bangunan. 
c) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap.  
 
3) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka 
waktu berakhir  
 
4) Dicabut berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 1961  
 
5) Ditelantarkan  
 
6) Tanahnya musnah  
 
7) Ketentuan Pasal 20 ayat (2) 
 
d. Hak Pakai  
 
Ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA bahwa, hak pakai adalah 
hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai 
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langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi 
kewenangan dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya 
oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 
perjanjian dengan pemilk tanahnya, yang bukan sewa menyewa/perjanjian 
pengelolaan tanah. 
 
Tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah : tanah Negara, 
tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik. Hak pakai dapat dimiliki oleh 
(Pasal 39 PP No. 40 tahun 1996) : 
1) Warga negara Indonesia  
 
2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia  
 
3) Departemen, Lembaga Pemerintah non Depatemen dan 
Pemerintah Daerah  
 
4) Badan-badan keagamaan dan sosial  
 
5) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia  
 
6) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia  
7) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional  
 
Hak pakai hanya dapat dialihkan dengan ijin pejabat yang 
berwenang dan jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang 
bersangkutan.17 
 
                                                          
17 Mudjiono, Op.cit, hlm 16 
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Terjadinya hak pakai adalah karena : 
 
1) Pemberian dari Pemerintah, mungkin berasal dari tanah yang 
berlangsung dikuasai oleh negara atau berasal dari tanah yang 
tadinya adalah dari hak milik yang dilepas/dibebaskan.  
 
2) Karena konversi, antara lain dari hak eigendom kepunyaan 
Pemerintah Negara Asing yang dipakai untuk membangun tempat 
tinggal/kantor Kepala perwakilan negara asing itu di Indonesia  
 
3) Karena  perjanjian  adalah  berasal  dari  tanah  hak  milik. 
Perjanjian ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. 
 
Pasal 45 PP No. 40 tahun 1996 mengatur jangka waktu hak pakai 
adalah paling lama 25 (dua puluh lima tahun) dan dapat diperpanjang 
paling lama 20 (dua puluh tahun). Peralihan hak pakai dapat terjadi 
karena (Pasal 54 ayat (3) PP No. 40 tahun 1996): jual beli, tukar menukar, 
penyertaan modal, hibah dan pewarisan. 
Mengenai hapusnya hak pakai hampir sama dengan hak atas tanah 
lainnya yaitu pada Pasal 55 PP No. 40 tahun 1996 : 
 
1) Jangka waktu berakhir  
 
2) Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak milik 
sebelum jangka waktunya berakhir, karena :  
 
a) Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam 
Pasal 46  
b) Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam 
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perjanjian pemberian hak pakai  
 
c) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap.  
 
3) Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka 
waktu berakhir  
 
4) Dicabut berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1961  
 
5) Ditelantarkan  
 
6) Tanahnya musnah  
 
7) Ketentuan Pasal 40 ayat (2) 
 
 
e. Hak Sewa 
 
 Walaupun tidak diatur secara jelas dalam UUPA, tetapi dapat 
disebutkan ciri-ciri hak sewa sebagai berikut : 
1) Sifatnya sementara  
 
2) Umumnya bersifat pribadi  
 
3) Hubungan sewa tidak putus dengan dialihkannya hak milik yang 
bersangkutan kepada pihak lain  
 
4) Tidak dapat dijadikan sebagai jaminan hutang  
 
Ketentuan dalam Pasal 45 UUPA, yang dapat menjadi pemegang 
hak sewa adalah : 
1) Warga negara Indonesia  
 
2) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia  
 
3) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
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berkedudukan di Indonesia  
4) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia 
  Hak sewa dapat terjadi karena konversi dan perjanjian  antara 
pemilik tanah dan orang yang menyewa, sedang kan tentang hapusnya 
hak sewa sama dengan hapusnya hak pakai. 
 
f.  Hak Gadai 
 
Hak gadai merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah 
milik orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama 
uang gadai itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan 
dikuasai oleh pihak yang memberi uang. Selama itu pemegang gadai 
berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah 
itu. 
 
g.  Hak Pengelolaan 
 
Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang 
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 
pemegangnya ( Pasal 1 angka 2 PP No. 40 tahun 1996). 
Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 5 tahun 1974 Pasal 3 
menyatakan hak pengelolaan berisikan wewenang untuk : 
 
1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang 
bersangkutan  
2) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usahanya  
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3) Menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga 
menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang 
hak tersebut. 
 
h. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan  
 
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan adalah hak yang 
berasal dari hukum adat sehubungan dengan adanya hak ulayat. Pasal 
46 ayat (1) UUPA mengatur yang dapat mempunyai hak untuk 
memungut hasil hutan adalah hanya Warga negara Indonesia. 
B. Asas Kontradiktur Delimitasi (Contradictoire Delimitatie) 
Didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997, termuat 
sebuah Asas yang mewajibkan pemegang Hak atas Tanah untuk 
memperhatikan Penempatan, Penetapan dan Pemeliharaan batas tanah 
berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan yang dalam 
hal ini adalah tetangga berbatasan. Asas yang dimaksud adalah Asas 
Kontradiktur Delimitasi / Contradictoire Delimitatie yang merupakan 
langkah awal untuk menghindari adanya sengketa Pertanahan dalam 
Proses Pendaftaran Tanah itu sendiri. 
Asas Contradictoire Delimitatie, mewajibkan calon pemegang hak 
untuk memasang tanda batas pada setiap titik sudut batas dan disetujui 
oleh pihak yang berbatasan serta harus ada penetapan batasnya terlebih 
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dahulu sebelum dilakukan pengukuran dalam rangka Pendaftaran Tanah 
oleh Pemerintah yang dalam hal ini kewenangannya dilimpahkan kepada 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN. RI) dengan Kantor 
Wilayah-Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan-Kantor Pertanahannya 
yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. 
Secara Nasional ketentuan yang mengatur tentang tanda batas, 
diatur dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada:  
Pasal 17  :  
1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pen-
daftaran tanah, bidang- bidang tanah yang akan dipeta-kan 
diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas batasnya dan 
menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di 
setiap  sudut bidang tanah yang bersangkutan  
2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran 
tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara 
sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kese-
pakatan para pihak yang berkepentingan.  
3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaan-nya, 
wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang 
bersangkutan. 
4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas di-
tetapkan oleh Menteri. 
 
   
Pasal 18 : 
(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai 
dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah 
terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya  
atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi 
dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia 
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, 
berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas 
tanah yang  bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui 
oleh para pemegang hak atas tanah yang ber-batasan.  
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(2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan 
dengan hak baru dilakukan  sesuai ketentuan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan 
instansi yang berwenang. 
(3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia 
Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memper-
hatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang 
telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang 
bersangkutan.  
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditanda 
tangani oleh mereka yang memberikan persetujuan. 
 
Penentuan letak  batas dilakukan oleh pemilik tanah secara 
kontradiktur merupakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian ini 
melibatkan semua pihak, masing-masing harus memenuhi kewajiban 
menjaga letak batas bidang tanah. Setiap perjanjian berlaku suatu 
asas, dinamakan asas konsensualitas dari asal kata konsensus artinya 
sepakat. Asas konsensualitas berarti suatu perjanjian sudah dilahirkan 
sejak detik tercapainya kesepakatan, perjanjian sudah sah apabila 
sudah sepakat.18 
Pemasangan tanda batas ini harus disaksikan pejabat atau 
aparat yang mengetahui atau memiliki data siapa saja pemilik tanah 
yang berbatasan. Kantor Pertanahan tidak memiliki data pemilik tanah 
yang berbatasan bila tanah tersebut belum terdaftar data pemilik tanah 
yang berbatasan dimiliki oleh  Kepala Desa/ Kelurahan oleh karena itu 
                                                          
18 Lihat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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pelaksanaan asas kontradiktur ini wajib disaksikan oleh aparat 
desa/kelurahan.  
Asas kontradiktur dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang 
ditanda tangani pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan dan 
oleh Kepala Desa /Kelurahan.  Pada saat yang sama kontradiktur ini di 
sepakati pula pada Daftar Isian 201 yang dapat diperoleh dari Kantor 
Pertanahan19, kedua bukti tertulis ini menjadi syarat untuk mengajukan 
pengukuran atau penetapan batas bidang tanah tersebut ke Kantor 
Pertanahan, Kantor Pertanahan tidak akan menerima permohonan 
pengukuran bila patok tanda batas yang dipasang belum memenuhi 
asas kontradiktur. Petugas Ukur Kantor Pertanahan dengan demikian 
melakukan pengukuran setelah asas kontradiktur dipenuhi, apabila 
pada waktu pemasangan tanda batas diperlukan pengukuran, maka 
pengukurannya bukan dilakukan oleh petugas ukur Kantor 
Pertanahan. Apabila    para    pemilik    tanah  berbatasan tidak 
memperoleh  kata  sepakat  dengan  letak sebenarnya  dari suatu 
batas walaupun telah dilakukan mediasi, maka penetapan  batas 
 terpaksa diserahkan kepada Hakim. 
Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan 
Pemerintah Nomor   24 Tahun   1997 menetapkan bahwa  untuk 
                                                          
19 Letak Batas Bidang Tanah yang mempunyai kekuatan hukum, diakses melalui 
http://hukumpertanahansurveikadastral.blogspot.com/2011/07/letak-batas-bidang-
tanah-yang-mempunyai.html di akses pada tanggal 1 April 2015 pukul 14.00 WITA. 
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memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang 
hak ditetapkan terlebih dahulu kepastian hukum objeknya melalui 
penetapan batas bidang tanah. Penetapan  data fisik atau penetapan 
batas pemilikan  bidang   tanah  diatur   Pasal 17 PP Nomor 24 Tahun 
1997 berdasarkan kesepakatan para pihak. Bila   belum   ada 
 kesepakatan   maka   dilakukan penetapan batas sementara,  diatur 
dalam Pasal 19 PP Nomor  24 Tahun 1997.  
Data ukuran letak batas bidang tanah dicatat di lapangan pada 
Gambar Ukur data tersebut harus disimpan di Kantor Pertanahan 
sepanjang masa selama bidang tanah tersebut masih ada, di 
kemudian hari data tersebut harus dapat digunakan untuk rekonstruksi 
letak batas bidang tanah bila hilang. Pemilik tanah dan pemilik tanah 
berbatasan yang dapat hadir menyaksikan pengukuran 
menandatangani Gambar Ukur dengan membuat pernyataan bahwa 
tanda batas pada saat pengukuran atau penetapan batas tidak 
mengalami perubahan sebagaimana Surat Pernyataan kontradiktur 
sebelumnya.  
Dalam perspektif Pancasila sebagai Ideologi bangsa Indonesia, 
Asas Contradictoire Delimitatie merupakan salah satu wujud 
pencerminan sila ke-4 pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan”. Kesinambungan antara Asas Contradictoire Delimitatie 
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dengan Sila Ke-4 Pancasila tersebut adalah pada semangat Pancasila 
dalam mengimplementasikan musyawarah untuk mufakat dalam 
mengambil keputusan yang dalam hal ini adalah persetujuan dan 
penetapan batas-batas tanah oleh pihak-pihak berbatasan dalam 
rangka Pendaftaran Tanah.  
Asas  Contradictoire Delimitatie dalam Pendaftaran Tanah 
menjadikan prinsip musyawarah mufakat yang terkandung dalam sila 
ke-4 Pancasila sebagai landasan dalam penerapannya di 
masyarakat.20 Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas 
letak dan batas objek pendaftaran tanah serta menghindari terjadinya 
sengketa dan konflik Pertanahan yang akan terjadi dikemudian hari.  
Dengan prinsip musyawarah mufakat, persetujuan dan penetapan 
batas suatu bidang tanah dapat terhindar dari adanya silang pendapat 
antara pihak-pihak yang berbatasan. Segala permasalahan yang 
timbul akibat belum tercapainya kata sepakat dimusyawarahkan 
dahulu dengan bijaksana bersama pihak yang berbatasan sampai 
tercapai kata sepakat sehingga proses pendaftaran tanah bidang 




                                                          
20  Ibid 
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C. Pendaftaran Tanah 
1. Pengertian Pendaftaran Tanah 
Menurut A.P Parlindungan, pendaftaran tanah adalah “suatu 
proses tata usaha dan tata cara untuk mencapai kepastian hukum 
yang sah tentang hak atas tanah”.21 Pasal 19 ayat (1) UUPA 
memaknai pendaftaran tanah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan 
Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum mengenai tanah, yang 
meliputi: pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah, pendaftaran 
hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, serta pemberian 
surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat. 
Menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 pengertian Pendaftaran 
Tanah dalam Pasal 1 angka (1), yaitu serangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan 
dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan 
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk 
peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan satuan 
rumah susun.  
Berdasarkan konsep pendaftaran tanah, maka tidak ada 
kewajiban bagi pemegang hak untuk mendaftarkan tanahnya termasuk 
                                                          
21  A.P Parlindungan,1998. Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, 
Mandar Maju, Bandung. hlm. 137 
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dalam hal terjadinya peralihan hak kecuali apabila yang bersangkutan 
menghendaki agar peralihan hak tersebut diketahui oleh pihak 
ketiga.22 
Pengertian pendaftaran tanah tersebut di atas dapat diuraikan 
unsur-unsurnya sebagai berikut :23  
a. Adanya serangkaian kegiatan  
b. Dilakukan oleh pemerintah 
c. Secara terus menerus, berkesinambungan  
d. Secara teratur 
e. Bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun  
f. Pemberian surat tanda bukti hak  
g. Hak-hak tertentu yang membebaninya 
h. Objek Pendaftaran Tanah. 
2. Asas Pendaftaran Tanah 
Dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa 
pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas :  
a. Asas Sederhana 
Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya 
maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh 
                                                          
22  Maria S. Sumardjono, 2008, Tanah dalam Perspektif Hak, Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta. hlm. 60 
23  Urip Santoso, Op.cit., hlm. 287. 
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pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak 
atas tanah. 
b. Asas Aman  
Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran 
tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga 
hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai 
tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. 
c. Asas Terjangkau  
Asas ini dimaksudkkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang 
memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan 
dan kemampuan golongan ekonomi lemah. 
d. Asas Mutakhir 
Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 
pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan 
datanya. 
e. Asas Terbuka 
Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau 
memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis 




Dokumen-dokumen yang terkait dalam rangka pendaftaran 
tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997, yaitu:24 
a. Daftar tanah, adalah dokumen dalam bentuk daftar yang 
memuat identitas bidang tanah dengan suatu system 
penomoran. 
b. Surat ukur, adalah dokumen yang memuat data fisik suatu 
bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. 
c. Daftar nama, adalah dokumen dalam bentuk daftar yang 
memuat keterangan mengenai penguasaan fisik dengan suatu 
hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan 
hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan 
atau badan hukum tertentu. 
d. Buku tanah, adalah dokumen dalam bentuk daftar yang 
memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran 
tanah yang sudah ada haknya. 
3. Tujuan Pendaftaran Tanah 
Tujuan pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 
PP No. 24 Tahun 1997, adalah : 
                                                          
24  Ibid. 
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a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 
susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah 
dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 
bersangkutan. Jaminan kepastian hokum sebagai tujuan 
pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 19 
UUPA. Maka memperoleh sertifikat, bukan sekedar fasilitas, 
melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah yang 
dijamin oleh undang-undang.25 Jaminan kepastian hukum 
sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi : 
1) Kepastian status hak yang didaftar. 
Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui 
dengan pasti status hak yang didaftar, misalnya Hak Milik, 
Hak Guna usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak 
Pengelolaan, Hak Tanggungan, Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun atau Tanah Wakaf. 
2) Kepastian subjek hak. 
Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui 
dengan pasti pemegang haknya, apakah perseorangan 
(warga negara Indonesia atau orang asing yang 
                                                          
25  Boedi Harsono. Op.cit, hlm. 8 
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berkedudukan di Indonesia), sekelompok orang secara 
bersama-sama, atau badan hukum (badan hukum privat 
atau badan hukum publik). 
3) Kepastian objek hak. 
Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui 
dengan pasti letak tanah, batas tanah, dan ukuran (luas) 
tanah. Letak tanah berada di jalan, kelurahan/desa, 
kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi mana. Batas-batas 
tanah meliputi sebelah utara, selatan. timur, dan barat 
berbatasan dengan tanah siapa atau tanah apa. Ukuran 
(luas) tanah dalam bentuk meter persegi. 
Untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah, kepada 
pemegang yang bersangkutan diberikan sertifikat sebagai 
tanda bukti haknya. 
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah 
dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan 
perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 
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Dengan terselenggarakannya pendaftaran tanah juga 
dimaksudkan untuk terciptanya suatu pusat informasi mengenai 
bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan 
termasuk Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data 
yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum  
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun 
yang sudah terdaftar. Untuk melaksanakan fungsi informasi, 
data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah 
susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum. 
Dengan pendaftaran tanah, pemerintah maupun 
masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi 
tentang data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota apabila mau mengadakan suatu perbuatan 
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun 
yang sudah terdaftar, misalnya pengadaan tanah untuk 
kepentingan pemerintah atau perusahaan swasta, jual beli, 
lelang, pembebanan Hak Tanggungan. 
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, 
Program Pemerintah di bidang pertanahan dikenal dengan 
Catur Tertib Pertanahan, yaitu Tertib hukum pertanahan, Tertib 
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Administrasi Pertanahan, Tertib Penggunaan Tanah, dan Tertib 
Pemeliharaan Tanah dan Kelestarian Lingkungan Hidup. 
 Untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan 
dilakukan dengan menyelenggarakan pendaftaran tanah yang 
bersifat rechts cadaster .Terselenggaranya pendaftaran tanah 
secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib 
administrasi dibidang pertanahan. 
 Untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan, setiap 
bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, 
pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak 
milik atas satuan rumah susun wajib didaftar. 
 
4. Kegunaan Pendaftaran Tanah. 
Pendaftaran tanah mempunyai kegunaan ganda, artinya 
di samping berguna bagi pemegang hak, juga berguna bagi 
pemerintah. 
1.      Kegunaan bagi pemegang hak : 
a) Dengan diperolehnya sertifikat hak atas tanah dapat 
memberikan rasa aman karena kepastian hukum hak 
atas tanah; 




c)  Dengan adanya sertifikat, lazimnya taksiran harga 
tanah relatif lebih tinggi dari pada tanah yang belum 
bersertifikat; 
d)  Sertifikat dapat dipakai sebagai jaminan kredit; 
e) Penetapam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) tidak akan keliru. 
 
2.  Kegunaan bagi pemerintah : 
a)  Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah 
berarti akan menciptakan terselenggarakannya tertib 
administrasi di bidang pertanahan, sebab dengan 
terwujudnya tertib administrasi pertanahan akan 
memperlancar setiap kegiatan yang menyangkut 
tanah dalam pembangunan di Indonesia. 
b)      Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, 
merupakan salah satu cara untuk mengatasi setiap 
keresahan yang menyangkut tanah sebagai 
sumbernya, seperti pendudukan tanah secara liar, 






5. Objek Pendaftaran Tanah 
Menurut Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997, objek pendaftaran 
tanah adalah sebagai berikut:  
a. Hak Milik (Pasal 20 ayat 1 UUPA) 
b. Hak Guna Usaha (Pasal 28 ayat 1 UUPA) 
c. Hak Guna Bangunan (Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 UUPA)  
d. Hak Pakai (Pasal 41 ayat 1 UUPA) 
e. Tanah Hak Pengelolaan 
f. Tanah Wakaf 
g. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun  
h. Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996) 
i. Tanah Negara (Pasal 1 angka 3 PP 24 Tahun 1997) 
 
6. Kegiatan Pendaftaran Tanah 
Menurut Pasal 19 ayat (2) UUPA, kegiatan pendaftaran 
tanah yang dilakukan oleh pemerintah26, meliputi :  
a. Pengukuran, pemetaan, dan pembukaan 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak 
tersebut 
                                                          
26  Urip Santoso. Op.cit.  hlm.305. 
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c. Pemberian tanda surat bukti hak, yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat 
Dan dalam penyelenggaraannya pendaftaran tanah ini 
dilakukan oleh instansi pemerintah, yakni menurut Pasal 5 dalam PP 
No. 24 Tahun 1997 adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN).  Badan 
Pertanahan Nasional dibagi berdasarkan Wilayah : 
a. Ditingkat Pusat dibentuk Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia 
b. Di Tingkat Provinsi di bentuk Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi 
c. Di tingkat Kabupaten/kota di bentuk Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota  
Kegiatan pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA 
dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 24 Tahun 1997, yaitu 
Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan Pendaftaran 
yang dilakukan terhadap objek Pendaftaran tanah yang belum didaftar 
berdasarkan PP No 24 Tahun 1997. Dalam peraturan ini Pendaftaran 
tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui Pendaftaran tanah 
secara sistematik dan sporadik dalam Pasal 13 :  
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1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (Opzet atau 
Initial Registration) 
Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan 
pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran 
tanah yang belum didaftar  berdasarkan Pasal 1 angka 9 PP 
No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk pertama kali 
dilaksanaan melalui :  
a. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan 
secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran 
tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian 
wilayah suatu desa/kelurahan.27 
b. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu 
atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah 
atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara 
individual atau massal.28 
2. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah (bijhouding 
atau maintenance) 
                                                          
27    Lihat Pasal 1 angka 10 PP No. 24 Tahun 1997 
28  Lihat Pasal 1 angka 11 PP No. 24 Tahun 1997 
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Kegiatan ini merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk 
menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta 
pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku 
tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang 
terjadi kemudian.29  
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya 
menghasilkan surat tanda bukti hak, yang berupa sertifikat. 
Kepemilikan hak atas tanah yang selama ini belum 
mempunyai bukti sertifkat dari kantor Pertanahan, melainkan 
hanya berdasar pada bukti kepemilikan hak yang 
teradministrasi di desa seperti Letter C, Letter E- yang 
merupakan sertifkat sementara sebelum berlakunya peraturan 
pemerintah tentang pendaftaran tanah, dapat segera 
dilakukan pendaftarannya untuk pertama kali ke kantor 
Pertanahan terkait, agar segera memperoleh sertifikat 
Kepemilikan Hak Atas Tanah.30 
D. Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak 
Sertipikat tanah adalah dokumen formal yang memuat data 
yuridis dan data fisik yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat 
                                                          
29    Lihat Pasal 1 angka 12 PP No. 24 Tahun 1997 
30  Eko Yulian Isnur ,2009, Tata Cara Mengurus Surat-Surat Rumah dan Tanah, 
Pustaka Yusticia, Yogyakarta. hlm. 21 
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pembuktian bagi seseorang atau badan hukum ( privat atau public ) 
atas suatu bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki dengan suatu hak 
atas tanah tertentu. 
Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa sertipikat 
merupakan surat keterangan ( pernyataan ) tertulis atau tercetak dari 
orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan 
atau kejadian.31 Misalnya, sertipikat kelahiran yang lazim disebut Akta 
kelahiran diartikan sebagai surat bukti adanya kelahiran. Sertipikat 
kelulusan lazim disebut ijasah. Demikian juga, jika berkaitan dengan 
tanah maka disebut sertifikat tanah. Sehingga makna kata sertifikat 
tanah seperti halnya sertifikat-sertifikat yang lain, adalah surat bukti 
kepemilikan tanah. 
Di Indonesia, konsepsi sertipikat sebagai suatu dokumen formal 
yang dipergunakan sebagai instrumen yuridis bukti kepemilikan hak 
atas tanah yang diterbitkan oleh lembaga Negara ( pemerintah ) 
Sertifikat tanah dalam konstruksi yuridisnya merupakan suatu 
dokumen formal yang dipergunakan sebagai tanda dan atau 
instrument yuridis bukti hak kepemilikan atas tanah yang dikeluarkan 
oleh BPN RI ( Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ) 
lembaga / Institusi negara yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh 
negara untuk menerbitkannya. Sertipikat sebagai tanda dan atau 
                                                          
31  Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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sekaligus alat bukti hak kepemilikan atas tanah merupakan produk 
hukum yang diterbitkan oleh BPNRI didalamnya memuat data fisik dan 
yuridis.32  
Sertipikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran 
tanah berisi data fisik  (keterangan tentang letak, batas, luas bidang 
tanah, serta bagian bangunan atau bangunan yang ada diatasnya bila 
dianggap perlu) dan data yuridis (keterangan tentang status tanah dan 
bangunan yang didaftar, pemegang hak atas tanah dan hak-hak pihak 
lain, serta beban-beban lain yang berada diatasnya).33  
Dengan memiliki sertipikat maka kepastian hukum berkenaan 
dengan jenis hak atas tanah, subjek hak dan objek haknya menjadi 
nyata. Terdapat nilai lebih bagi pemegang hak atas tanah yang 
memiliki sertifkat , sebab bila dibandingkan dengan alat bukti tertulis 
lainnya, sertifikat tanda bukti hak yang kuat. Artinya, harus dianggap 
sebagai benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat 
bukti yang lain.34 
Selanjutnya didalam Pasal 1 angka (20) PP No. 24 Tahun 1997, 
tentang Pendaftaran Tanah, bahwa  
                                                          
32 Boedi Djatmiko, Sertifikat dan Pembuktiannya, diakses melalui 
http://sertifikattanah.blogspot.com/2009/09/sertipikat-hak-dan-kekuatan.html, pada 
tanggal 16 Maret 2015 pukul 21.10 WITA 
33  Maria S. Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan 
Implementas, .PT. Kompas Media Nusantara,Jakarta. hlm. 202 
34     Ibid 
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"sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 19 ayat 2, huruf c, Undang-Undang Pokok Agraria 
untuk Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, tanah wakaf, Hak 
milik atas satuan rumah susun, dan Hak tanggungan yang 
masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang 
bersangkutan".  
Apabila merujuk pada Pasal 1 angka (5) PP No. 24 Tahun 
1997, tentang Pendaftaran Tanah disebutkan: 
" hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA".  
Selanjutnya pada pasal 16 UUPA, yaitu macam-macam hak 
atas tanah yakni: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan 
hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan 
dan hak-hak lain yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-
hak lain yang sifatnya sementara yang disebutkan dalam pasal 53. 
Dengan demikian dapat disimpulkan kita mengenal dua macam 
sertipikat yakni: 1. Sertipikat hak atas tanah; 2. Sertipikat yang ada 
hubungan dengan hak atas tanah, yakni sertipikat HPL, tanah wakaf, 
hak tanggungan dan hak milik atas satuan rumah susun.  
Sebagai kelanjutan dari pemberian perlindungan hukum kepada 
para pemegang sertifikat hak tersebut, dinyatakan dalam Pasal 32 
ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 bahwa : 
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“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat 
secara sah atas nama orang atau badan hukum yang 
memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara 
nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak 
atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak 
tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 
diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor 
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan 
pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan 
sertifikat tersebut”   
 
Dengan pernyataan tersebut makna dari sertifikat yang 
merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran 
tanah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum 
dibidang pertanahan. 
Apabila dilihat dari aspek jaminan yang diberikan dengan 
pemberian Surat-Surat Tanda Bukti Hak atas Tanah (Sertifikat Hak 
atas Tanah) sebagai alat pembuktian, maka Pendaftaran Tanah 
mengenal 2 macam sistem, yaitu Sistem Torrens Negatif bertendensi 
Positif dan Sistem Torrens Positif. Indonesia sendiri menganut Sistem 
Torrens Negatif bertendensi positif artinya sertifikat dianggap sebagai 
alat bukti yang kuat kecuali seseorang dapat membuktikan 
kebenarannya maka sertifkat tersebut dapat dibatalkan. Artinya tidak 
ada hak yang dapat digugat yang menentukan sah atau tidaknya suatu 
hak serta peralihannya adalah sahnya perbuatan hukum yang 




E. Tugas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 
menentukan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan 
Pertanahan Nasional. Sebelumnya tugas ini dilakukan oleh Menteri 
Agraria, Menteri Pertanian dan Agraria, Direktorat Jenderal Agraria, 
Departemen Dalam Negeri, hingga terakhir diserahkan kepada Badan 
Pertanahan Nasional yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden 
Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional. 
Keputusan Presiden tersebut telah beberapa kali mengalami 
perubahan dan pengggantian, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional RI.  Badan 
Pertanahan Nasional menurut Pasal 1 ayat (1) Perpres BPN adalah 
Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Presiden. Lebih lanjut ayat 2 dari pasal 
yang sama menentukan bahwa Badan Pertanahan Nasional dipimpin 
oleh seorang kepala. Hal ini sejalan dengan apa yang ditentukan 
dalam pasal 6 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah yang menentukan 
bahwa tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang 
ditugaskan kepada pejabat lain. Kegiatan-kegiatan tertentu yang 
dimaksud adalah kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional 
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atau melebihi wilayah kerja kepala Kantor Pertanahan, misalnya 
Pengukuran titik dasar teknik, pemetaan foto grametri dan lain-lain.  
Berkaitan dengan pelaksanan pendaftaran tanah, kepala Kantor 
Pertanahan dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan 
pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 
tertentu selengkapnya pejabat-pejabat yang membantu kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 
adalah : 
1. Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang berperan dalam 
pembuatan akta, pemindahan hak, dan akta pemberian hak 
tanggungan atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 
2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) , yang berperan 
dalam pembuatan akta ikrar wakaf tanah hak milik. 
3. Pejabat dari Kantor Lelang, berperan dalam pembuatan berita 
acara lelang atas hak tanah atau hak milik atas satuan rumah 
susun. 
4. Panitia Adjudikasi yang berperan dalam pelaksanaan 
pendaftaran tanah secara sistematik, 
Dalam pendaftaran tanah pertama kali, ada dua cara yang 
dilakukan yakni pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran 
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tanah secara sporadik. Dalam rangka pendaftaran tanah secara 
sistematik inilah diperlukan panitia ajudikasi.  
Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik, ada 
yang merupakan program atau inisiatif dari pemerintah dan ada juga 
yang merupakan swadaya atau inisiatif yang muncul dari masyarakat. 
Perbedaannya terkait dengan keberadaan panitia ajudikasi ialah, jika 
program pendaftaran tanah secara sistematik merupakan program 
pemerintah maka panitia ajudikasi dibentuk oleh Menteri untuk setiap 
desa/kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi pendaftaran 
tanah secara sistematik. Sedangkan untuk pendaftaran tanah secara 
sistematik yang dilaksanakan dengan swadaya masyarakat maka 
panitia ajudikasi dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah.35 
Adapun unsur dan susunan panitia ajudikasi menurut Pasal 8 
ayat (2) PP Pendaftaran Tanah adalah sebagai berikut: 
1.  Seorang Ketua Panitia merangkap Anggota, yang dijabat oleh 
pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai 
kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah dan 
atau hak-hak atas tanah, yang tertinggi pangkatnya di antara 
para Anggota Panitia; 
                                                          
35  Pasal 48 Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional No. 3 
Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 
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2. Seorang Wakil Ketua I merangkap Anggota, yang dijabat oleh 
pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai 
kemampuan dan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah; 
3. Seorang Wakil Ketua II merangkap Anggota, yang dijabat oleh 
pegawai Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai 
kemampuan dan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah 
4. Anggota. Selain Ketua Panitia, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II 
yang merangkap sebagai anggota, keanggotaan panitia 
ajudikasi juga terdiri dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang 
bersangkutan atau Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya 
sebagai anggota. Selain itu, dapat ditambah juga dengan 
seorang yang dianggap mengetahui data yuridis bidang-bidang 
tanah di lokasi pendaftaran tanah secara sistematik, misalnya 













A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yaitu di Kantor Badan 
Pertanahan Nasional Kota Makassar. Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh 
Kepala. Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013 Badan 
Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan 
sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dengan visi menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan 
pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan 
dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan 
kenegaraan Republik Indonesia. 
Kantor Badan Pertanahan Nasional dipilih sebagai lokasi 
penelitian dengan pertimbangan bahwa Kantor Badan Pertanahan 
dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan pendaftaran 




B. Teknik Pengumpulan Data 
1. Studi Dokumen / Metode Penelitian Kepustakaan (Library 
research), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan 
sejumlah data dari berbagai literatur yang ada hubunganya dengan 
masalah yang dibahas. 
Adapun sumber data yang diperoleh antara lain: 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat 
autoritatif, artinya mempunyai otoritas.36 Bahan-bahan hukum 
primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi 
atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. 
Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud,yaitu:  
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar-dasar Pokok Agraria 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah  
5) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 
                                                          
36 Peter Mahmud Marzuki,2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media 
Group, Jakarta. hlm. 195 
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Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 1997. 
6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan 
dan Pengaturan Pertanahan. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku hukum termasuk 
skripsi, tesis, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum37. 
Disamping itu kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar 
atas putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen yang ada 
hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.  
2.  Studi Lapangan/ Wawancara 
Wawancara  merupakan alat pendukung pengumpulan data 
dalam penelitian ini. Wawancara yang dilakukan dengan 
mengajukan pertanyaan secara langsung terhadap responden. 
Dalam penelitian ini, responden yang dimaksud antara lain: 
1) Subseksi Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Makassar. 
2) Staf Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota 
Makassar. 
3) Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor 
Pertanahan Kota Makassar 
                                                          
37   Termasuk yang on-line. 
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C. Teknik Analisis Data 
Teknik atau pola analisis bahan hukum dalam penelitian ini 
didasarkan pada metode kualitatif.  Semua hasil penelitian dihubungkan 
dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, pendapat-
pendapat pakar dan teori yang mendukung penelitian ini, setelah itu 
disimpulkan dalam bab-bab dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan asas Contradictoire Delimitatie dalam pelaksanaan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali di Kota Makassar. 
 
Pendaftaran Tanah sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 5 
tahun 1960 antara lain meliputi kegiatan: Pengukuran, Pemetaan, dan 
Pembukuan Tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk pertama kali 
yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Tingkat kabupaten/kota 
Makassar dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan 
pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik 
dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri 
sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan 
pihak yang berkepentingan. Sebagaimana diatur dalam Lampiran kedua 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan,maka 
untuk pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik atau permintaan pihak 
yang berkepentingan maka harus memenuhi prosedur antara lain ialah:  
Pendaftaran pertama kali oleh pemohon diawali dengan persiapan 
pemohon untuk berkas pendaftaran tanah di loket pendaftaran Kantor 
Pertanahan. Adapun formulir-formulir yang harus diisi oleh pemohon 
berdasarkan informasi dari kantor desa/kelurahan dimana objek tanah 
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berada, antara lain: 
a. Surat permohonan kepada kepala kantor pertanahan kota/kabupaten  
b. Surat penguasaan fisik dan berita acara kesaksian bidang tanah  
c. Surat pernyataan telah memasang tanda batas  
d. Surat keterangan riwayat tanah  
e. Surat keterangan tidak dalam sengketa  
f. Surat permohonan penegasan konversi  
g. Kutipan buku letter C desa  
h. Surat pernyataan menerima beda luas dan beda batas  
Selain mengisi formulir diatas pemohon juga wajib menyertakan 
persyaratan lain berupa surat kuasa apabila dikuasakan,  identitas diri atau 
kartu tanda penduduk (KTP) asli dan fotocopy KTP yang dilegalisir sesuai 
aslinya, Identitas tanah berupa verponding Indonesia (Petuk Pajak Bumi atau 
girik) atau fotocopy letter C yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh 
kepala desa dan SPPT PBB tahun berjalan.  
Berdasarkan syarat-syarat diatas berikut ini penjelasan dari masing-
masing poin.38 Identitas pemohon, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
yang menunjukan nama, alamat, pekerjaan, nomor kartu tanda penduduk 
dari pemohon yang di fotocopy sesuai keperluan dan dilegalisir sesuai alamat 
identitas pemohon. Kartu Tanda Penduduk harus yang masih berlaku pada 
                                                          




saat melakukan pendaftaran tanah pertama kali. Fotocopy dan legalisir oleh 
kepala desa yang bersangkutan bertujuan untuk menghindari kecurangan 
dalam proses misalnya pemalsuan identitas. 
Identitas tanah berupa kutipan letter C diisi pada formulir yang telah 
disediakan didalam blanko permohonan pengakuan hak oleh kepala desa 
atau lurah dimana tanah yang akan didaftar berada. Letter C berupa buku 
besar yang berisi tentang daftar tanah diwilayah atau desa tertentu yang 
hanya di kuasai oleh kepala desa atau lurah bersangkutan, dokumen Letter C 
merupakan dokumen rahasia yang tidak sembarang orang boleh memakai 
ataupun melihat. Dalam hal ini kutipan atau fotocopy letter C harus di legalisir 
kepala desa berisi tentang jenis tanah, nomor buku letter C, nomor persil, 
kelas, luas, keterangan serta nama pemilik tanah berdasar buku letter c 
tersebut. 
Surat permohonan yang ditujukan kepada kepala kantor pertanahan 
dimana objek tanah yang bersangkutan berada. Didalam surat permohonan 
ini pemohon harus mengisi identitas diri dan identitas tanah serta mengisi 
dalam hal apa permohonan ini diajukan. Surat permohonan ini diajukan 
beserta lampiran-lampiran yang telah dijelaskan diatas. Surat keterangan 
riwayat tanah dibuat dan dilegalisir oleh kepala desa atau lurah bersangkutan 
dengan mengacu pada buku letter C serta informasi dari masyarakat sekitar 
tentang tanah yang akan di sertifikatkan. Berisi tentang asal usul kepemilikan 
tanah sebelum tahun 1960 dan sesudah tahun 1960 yang menjelaskan 
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tentang nomor buku letter C, nomor Petok D, jenis dan kelas tanah, luas 
tanah dan tertulis atas nama siapa. 
Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dibuat oleh 
pemohon pada lembar formulir yang telah disediakan didalam blanko 
permohonan pengakuan hak berisi tentang identitas pemohon mulai dari 
Nama Umur, Pekerjaan, Nomor KTP, dan Alamat pemohon serta 
menjelaskan letak tanah mulai terletak di jalan apa, RT/RW, Desa/Kelurahan 
mana dan dipergunakan untuk apa.  
Selain identitas pemohon dan identitas tanah tidak lupa harus 
mencantumkan batas-batas tanah sebelah utara, sebelah timur, sebelah 
selatan dan sebelah barat. Pada surat pernyataan penguasaan fisik dan 
berita acara kesaksian bidang tanah selain tanda tangan pemohon harus 
menyertakan saksi-saksi sebanyak dua orang beserta tanda tangan saksi 
pada pojok kiri bawah dan mengetahui kepala desa atau lurah dimana letak 
tanah yang bersangkutan dan tidak ketinggalan menyertakan materai Rp. 
6000. 
Surat Pernyataan telah memasang tanda batas oleh pemohon berisi 
tentang identitas pemohon serta identitas tanah serta menyatakan telah 
memasang tanda batas bidang tanah yang terbuat dari pipa besi / pipa 
paralon / kayu / tugu beton / tembok / dan lain-lain. dan pada pemasangan 
tanda batas tersebut tidak ada keberatan dari para pemilik tanah yang 
berbatasan disertai nama dan tanda tangan atas persetujuan tanda batas 
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tersebut oleh pemilik yang berbatasan lalu ditandatangani juga oleh pemohon 
dan disertai materai sebesar Rp. 6000. 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan tahun 
berjalan yang didapat dari kelurahan dimana letak objek pajak berada dan 
berisi nama serta alamat wajib pajak. SPPT PBB ini dikeluarkan oleh dinas 
perpajakan melalui kelurahan dan disebar oleh kepala dusun kepada wajib 
pajak. SPPT PBB ini dikeluarkan pemerintah berdasarkan buku letter C yang 
ada di kantor desa ataupun kantor kelurahan dimana letak objek pajak 
berada. 
Surat Pernyataan bahwa tanah yang dimohon tidak dalam sengketa, 
tidak pernah dipindah tangankan kepada pihak lain, tidak terkena UU No. 5 
Tahun 1960 dan tidak absentee. Berisi keterangan mengenai riwayat tanah 
berupa hak tanah sebelum tanggal 24-9-1960 dan sesudah tahun 1960,letak 
tanah dan sebagainya, batas-batas tanah harus menyebutkan batas 
utara,selatan, timur dan barat, luas tanah serta jenis tanah. Surat pernyataan 
ini dibuat oleh kepala desa atau lurah dan ditandatangani oleh kepala desa 
atau lurah yang bersangkutan. 
Surat Pernyataan menerima beda luas dan beda batas dibuat oleh 
pemohon dengan menyertakan identitas pemohon dan identitas tanah. Pada 
surat pernyataan ini pemohon harus mencantumkan luas tanah sebelum di 
ukur dan setelah diukur oleh petugas BPN dan menyertakan persetujuan 
batas bidang tanah tetangga yang bersebelahan lengkap dengan nama dan 
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tanda tangan para tetangga serta tanda tangan pemohon dilengkapi dengan 
materai. Setelah formulir-formulir tersebut lengkap terisi maka pemohon 
mengajukan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan di loket II yang telah 
disediakan untuk melanjutkan proses pendaftaran tanah setelah Pemohon 
mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau 
kota melalui loket II (Pelayanan penerimaan berkas-berkas permohonan 
pendaftaran hak). Dari Loket II pemohon akan diarahkan pada loket III yaitu 
loket bendahara dan membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan Badan 
pertanahan Nasional. 
Pada loket III yaitu bendahara khusus penerimaan, pemohon 
diwajibkan untuk membayar biaya-biaya sesuai ketetapan Badan Pertanahan 
Nasional antara lain :39 
1. Biaya pendaftaran  
2. Biaya pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah  
3. Biaya pengukuran  
4. Biaya transport pengukuran  
5. Biaya panitia A/tim peneliti tanah  
6. Biaya transport panitia A  
Besaran biaya-biaya dipengaruhi oleh letak objek tanah dengan kantor 
BPN, luas objek tanah serta kelas objek tanah. Setelah pemohon membayar 
                                                          
39 Wawancara dengan petugas loket III Pembayaran/Bendahara Penerima Badan Pertanahan Nasional 
pada tanggal 4 Agustus 2015 
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biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional, 
Pemohon mendapat bukti pembayaran lalu pemohon dapat menunggu 
terbitnya sertifikat hak milik tanah dalam tempo sekurang kurangnya 60 hari 
setelah proses permohonan dan pengukuran tanah selesai diserahkan ke 
Kantor Pertanahan. 
Adapun secara rinci daftar isian yang harus dilengkapi sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 
Bab V Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Bagian Kesatu tentang 
Jenis-Jenis Daftar Isian Pasal 140: 
Dalam rangka penyelenggaraan tata-usaha pendaftaran tanah 
dipergunakan daftar-daftar isian sebagiamana tercantum dalam lampiran 
peraturan ini sebagai berikut: 
1) Daftar Isian Data Fisik: 
-Lampiran 26 d.i. 100   : Deskripsi Titik Dasar Orde 
-Lampiran 27 d.i. 100A  : Sketsa Lokasi Titik Dasar Teknik Orde 
-Lampiran 28 d.i  100B : Daftar Koordinat Titik Dasar Teknik Orde 2 
-Lampiran 29 d.i  100C  : Foto Titik Dasar Teknik Orde 2 
-Lampiran 30 d.i  101     : Deskripsi Titik Dasar Orde 3 
-Lampiran 31 d.i  101  : Sketsa Lokasi Titik Dasar Teknik Orde 3 
-Lampiran 32 d.i. 101A  : Daftar Koordinat Titik Dasar Teknik Orde 3 
-Lampiran 33 d.i. 101B  : Foto Titik Dasar Teknik Orde 3 
-Lampiran 34 d.i. 102  : Sketsa Lokasi Titik Dasar Teknik Orde 4 
-Lampiran 35 d.i. 102A  : Daftar Koordinat Titik Dasar Teknik Orde 4 
-Lampiran 36 d.i. 103  : Data dan Ukuran Poligon/Detail. 
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-Lampiran 37 d.i. 104  : Hitungan Koordinat (Poligon) 
-Lampiran 38 d.i  105  : Penetapan Asimut. 
-Lampiran 39 d.i. 106  : Daftar Koordinat 
-Lampiran 40 d.i. 107  : Gambar Ukur (sistematik) 
-Lampiran 41 d.i  107A : Gambar Ukur (sporadik) 
 
 
2) Daftar Isian Data Yuridis : 
-Lampiran 42 d.i. 200  : Risalah Penyelesaian Sengketa Batas  
-Lampiran 43 d.i. 201  : Risalah Penelitian Data Yuridis dan    
penetapan   batas 
-Lampiran 44 d.i. 201A : Berita acara penetapan batas 
-Lampiran 45 d.i. 201B : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis 
-Lampiran 46 d.i. 201C : Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang 
Tanah 
-Lampiran 47 d.i. 202  : Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan 
data Yuridis 
-Lampiran 48 d.i. 203   : Daftar Tanah 
-Lampiran 49 d.i. 203A  : Daftar Tanah Negara 
-Lampiran 50 d.i. 204  : Daftar Nama 
-Lampiran 51 d.i  205   : Buku Tanah 
-Lampiran 52 d.i. 205A  : Buku Tanah untuk Tanah Wakaf 
-Lampiran 53 d.i. 205B  : Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan 
Rumah Susun 
-Lampiran 54 d.i. 205C : Buku Tanah Hak Tanggungan  
-Lampiran 55 d.i. 206  : Sertifikat Hak Atas Tanah. 
-Lampiran 56 d.i. 206A : Sertifikat untuk Tanah Wakaf 
-Lampiran 57 d.i. 206B  : Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah 
Susun. 
-Lampiran 58 d.i. 206C : Sertifikat Hak Tanggungan. 
-Lampiran 59 d.i. 207  : Surat Ukur. 
-Lampiran 60 d.i. 207A : Gambar Denah Satuan Rumah Susun 
-Lampiran 61 d.i. 208  : Daftar Penyelesaian Pekerjaan 
Pendaftaran 
-Lampiran 62 d.i. 209  : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 
(SKPT) 
 
3) Daftar Isian Bidang Tata Usaha: 
-Lampiran 63 d.i. 300  : Daftar Bidang Tanah Yang diajudikasi 
(untuk pendaftaran tanah secara sistematik) 
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-Lampiran 64 d.i. 300A : Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (untuk 
pendaftaran tanah secara sistematik ) 
-Lampiran 65 d.i. 301 : Daftar Permohonan Pekerjaan Pendaftaran 
Tanah. 
-Lampiran 66 d.i. 301A : Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (untuk 
pendaftaran tanah secara sporadik) 
-Lampiran 67 d.i. 302 : Daftar Permohonan Pekerjaan Pengukuran. 
-Lampiran 68 d.i. 303 : Daftar Permohonan Pelayanan Informasi 
-Lampiran 69 d.i. 304 : Pengumuman Sertipikat Hilang 
-Lampiran 70 d.i. 304A : Berita Acara Pelaksanaan Pengumuman dan 
Penerbitan/ Penolakan Penerbitan Sertifikat Pengganti. 
-Lampiran 71 d.i. 304B : Pengumuman Penggantian Sertipikat Yang 
Tidak Diserahkan Dalam Rangka Lelang Eksekusi. 
-Lampiran 72 d.i. 305 : Daftar Penerimaan Uang Muka Biaya 
Pendaftaran Tanah (Buku Panjar) 
-Lampiran 73 d.i. 306 : Bukti Penerimaan Uang/Kwitansi 
-Lampiran 74 d.i. 307 : Daftar Penghasilan Negara 
-Lampiran 75 d.i. 308 : Berita Acara Pemusnahan Dokumen 
Pendaftaran Tanah dan Sertipikat. 
-Lampiran 76 d.i. 308A : Lampiran Berita Acara Pemusnahan 
Dokumen Pendaftaran Tanah dan Sertipikat. 
-Lampiran 77 d.i. 309 : Daftar Keberatan Terhadap Pengumuman Hasil 
Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis. 
-Lampiran 78 d.i. 310 : Daftar Usulan Pemberian Hak Milik /Guna 
Bangunan/Paki dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematik. 
-Lampiran 79 d.i. 311 : Daftar Peta Dasar Pendaftaran  
-Lampiran 80 d.i. 311A : Daftar Peta Pendaftaran  
-Lampiran 81 d.i. 311B : Daftar Surat Ukur. 
-Lampiran 82 d.i. 312 : Daftar Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak 
Pakai, Tanah Wakaf. 
-Lampiran 83 d.i, 312A : Daftar Hak Guna Usaha/Hak Pengelolaan 
-Lampiran 84 d.i. 312B : Daftar Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 
-Lampiran 85 d.i. 312C : Daftar Hak Guna Tanggungan. 
 
 
Sementara pemohon dalam proses menunggu sertifikat tanahnya, 
proses pendaftaran tanah akan tetap terus berlangsung yang akan dilakukan 
oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu pengelolaan dan penelitian data 
64 
 
yuridis. Pengelolaan dan penelitian data yuridis ini adalah pihak Badan 
Pertanahan Nasional mengelola dokumen-dokumen yang pemohon serahkan 
kepada BPN dan pihak BPN meneliti apakah lengkap dokumen-dokumen 
tersebut lalu pihak BPN melakukan survey ke lapangan tempat objek berada. 
Survey ke lapangan tempat objek berada dan pengukuran hanya dapat 
dilaksanakan apabila berkas pendaftaran telah lengkap dan tidak ada yang 
ditolak oleh pihak BPN, sehingga dari proses tersebut akan diterbitkan surat 
tugas kepada petugas pengukuran untuk survey lapangan.  
Survey lapangan yang dimaksud dalam hal ini, untuk mengetahui 
apakah tanah yang hendak didaftarkan oleh pemohon telah pernah terdaftar 
sebelumnya atau sebelah menyebelahnya telah memiliki hak sehingga 
sebelum turun ke pelaksanaan pengukuran, data-data pendukung tersebut 
telah lengkap dan mempersiapkan peralatan pengukuran.40 
Selanjutnya pihak BPN melakukan Pengukuran Bidang Tanah dan 
Pembuatan Surat Ukur. Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-
batasnya diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. 
Untuk memperoleh data yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-
bidang tanah yang akan dipetakan diukur setelah ditetapkan tanda batas 
disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. Dalam penetapan batas-
batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan 
pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan 




kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Penempatan tanda-tanda 
batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas 
tanah yang bersangkutan. 
Setelah data-data terkumpul panitia A melakukan identifikasi bukti 
pemilikan atau penguasaan dengan kenyataan penguasaan dan penggunaan 
tanah lalu panitia A menarik kesimpulan melalui kepala seksi pengukuran dan 
pendaftaran tanah. Berdasarkan kesimpulan kepala seksi pengukuran dan 
pendaftaran tanah maka diadakanlah pengumuman bidang tanah di kantor 
Pertanahan dan Kantor Desa dimana objek tanah yang bersangkutan berada 
selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut. Apabila diantara 60 hari tersebut 
terdapat sanggahan terhadap objek tanah yang akan didaftar maka pihak 
BPN tidak akan mengeluarkan sertifikat karena sanggahan tersebut 
merupakan sengketa tanah yang harus diselsaikan secara musyawarah 
kekeluargaan atau melalui penetapan pengadilan. Sebaliknya apabila selama 
60 hari pengumuman tidak ada sanggahan, maka pihak BPN akan 
melakukan penerbitan sertifikat. 
Sebelum melakukan penerbitan sertifikat pihak Kantor Pertanahan 
melakukan pengonsepan, pengetikan serta penjilitan buku tanah dan 
sertifikat tanah yang akan diterbitkan. Setelah melakukan pengonsepan, 
pengetikan serta penjilitan diserahkanlah pada kepala seksi Hak tanah dan 
pendaftaran tanah untuk pengkoreksian setelah dilakukan pengkoreksian 
maka hal terakhir adalah tanda tangan kepala kantor Pertanahan dimana 
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letak objek tanah yang bersangkutan berada. 
Didalam proses pendaftaran tanah pertama kali ini jangka waktu mulai 
dari saat pemohon pertama kali melakukan pendaftaran sampai dengan 
selesai adalah 98 hari. Akan tetapi didalam praktek lapangan jangka waktu 
dari pertama kali pemohonon mendaftar sampai dengan sertifikat pemohon 
jadi adalah 6 bulan – 1 tahun. Setelah sertifikat selesai maka pemohon akan 
menerima pemberitahuan dari kantor Pertanahan yang bersangkutan melalui 
kantor desa ataupun surat yang ditujukan langsung kepada alamat pemohon 
sehingga pemohon dapat segera menerima sertifikat tersebut setelah 
menunjukkan bukti pembayaran di loket IV yakni penyerahan sertifikat.41 
Berdasarkan rangkaian prosedur tersebut, maka jelaslah sangat 
penting sebelum pengukuran dilakukan terlebih dahulu ditetapkan batas-
batas tanah yang akan diukur, atau pengukuran sebidang tanah harus 
memenuhi asas “Kontradiktur Delimitasi”. Jika tidak demikian maka semua 
kelanjutan dari pekerjaan itu akan sia-sia. Pengukuran tidak dapat 
dilaksanakan, demikian juga pembuatan peta-peta serta pembukuan tanah, 
lebih-lebih pemberian surat-surat tanda bukti hak tentu tidak akan 
diperbolehkan. 
Dengan dijadikannya asas “Kontradiktur Delimitasi” sebagai tahap 
awal pekerjaan pengukuran, maka setiap pemilik tanah harus lebih dulu 
                                                          
41 Wawancara dengan petugas loket IV Penyerahan Hasil Pekerjaan Badan Pertanahan 





memasang tanda-tanda batas tanahnya sesuai dengan persetujuan pihak-
pihak yang berbatasan dengan tanahnya. Tanda-tanda batas ini harus 
disesuaikan dan memenuhi syarat menurut Peraturan Menteri Agraria 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, tentang tanda-tanda batas tanah 
hak dalam Pasal 21 bahwa:  
“tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah, apabila 
dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan pengukuran juga 
pada titik titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut.” 
 
Ketentuan secara rinci kemudian dijelaskan dalam Pasal 22 mengenai 
batas tanah untuk bidang tanah dengan luas tertentu. Dengan dipenuhinya 
tanda-tanda batas seperti disebutkan di muka dan ditempatkan pada tempat 
yang sebenarnya dilakukanlah pengukuran. Kemudian Kantor Pertanahan 
akan menunjukkan luas batas-batas dan letak tanah itu sebagaimana 
mestinya dan pembuatan peta dan perhitungan luas tanah tersebut sesuai 
dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Gambar Situasi/Surat Ukur yang 
kemudian digunakan sebagian dari sertifikat tanah tersebut.  
Setelah pemasangan tanda-tanda batas, pemohon dan pihak yang 
berbatasan dengan tanah itu akan mengadakan kesepakatan untuk 
menetapkan batas tanahnya dihadapan pejabat desa setempat dengan 
pemasangan tanda-tanda batas. Setelah penetapan tanda batas dan 
pemasangan tanda batas, pemohon dan pihak yang berbatasan membuat 
surat keterangan persetujuan penetapan batas. Selanjutnya pemohon 
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mengajukan permohonan pengukuran kepada Kantor Pertanahan  dengan 
menyertakan surat keterangan persetujuan penetapan batas tersebut. 
Berdasarkan permohonan ini, Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang 
bertindak atas nama Kepala Kantor Petanahan Kota memerintahkan petugas 
ukur untuk melaksanakan pengukuran obyek tanah yang dimohon. 
 
Pada saat petugas ukur akan melakukan pengukuran, pihak-pihak 
yang berbatasan dan pemohon harus hadir dan menunjukan batas-batas 
tanahnya sekaligus memasang tanda-tanda batas pada batas yang telah 
disepakati.42 Ukuran tanda-tanda batas sesuai dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997. Setelah kegiatan pengukuran dan 
penepatan batas ini selanjutnya pihak yang berbatasan menandatangani 
lembar isian pendaftaran, yaitu lembar gambar ukur (veldwerk) sebagai tanda 
bukti bahwa asas Kontradiktur Delimitasi dipenuhi pada saat penetapan 
batas dan pengukuran. Selanjutnya petugas ukur akan membuat 
gambar/situasi surat ukur atas bidang tanah tersebut sesuai dengan letak, 
batas-batas dan luas tanah yang telah di ukur. 
Dalam prakteknya dilapangan seringkali asas Contradictoire 
Delimitatie tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya hal tersebut karena 
tidak ada kesepakatan mengenai batas bidang tanah yang hendak 
                                                          
42 Wawancara dengan  Darman, 36 tahun Staf Pengukuran dan Pemetaan Kantor 




didaftarkan . Namun berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 bahwa dalam penetapan batas bidang tanah 
sebagaimana yang dimaksud tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang 
hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang 
berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara 
dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan 
batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan. 
Berdasarkan hasil wawancara juga dipertegas bahwa belum 
tercapainya kesepakatan antara pemegang hak atas tanah dengan para 
pihak yang berbatasan tetap akan diterbitkan sertifikat. Namun dalam bagian 
sertifikat tersebut surat ukur atau gambar situasi dibuat dengan garis putus-
putus atau dalam artian masih batas sementara. Selain itu ditambahkan 
catatan pada sertifikat bahwa pihak yang berbatasan belum ada 
kesepakatan.43 Sementara itu pihak BPN akan tetap melakukan usaha 
penyelesaian sengketa secara musyawarah antara para pihak yang 
bersangkutan. Namun apabila sampai saat waktu yang ditetapkan usaha 
tersebut tidak berhasil maka kepada pihak yang merasa berkeberatan, 
diberitahukan secara tertulis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. 
Apabila sengketa yang bersangkutan diajukan ke Pengadilan dan oleh 
pengadilan dikeluarkan putusan yang tela mempunyai kekuatan hukum tetap 
mengenai tanah dimaksud yang dilengkapi berita acara eksekusi atau apabila 




dicapai perdamaian antara para pihak sebelum jangka waktu pengumuman 
maka catatan mengenai batas sementara pada daftara isian 201 dan gambar 
ukur dihapus dengan cara mencoret dengan tinta hitam.  
 
B. Faktor-faktor yang menghambat penerapan asas Contradictoire 
Delimitatie dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali di 
Kota Makassar. 
Secara kultural penguasaan tanah akan memperlihatkan eksistensi 
manusia baik kelompok maupun individual, di dalam masyarakat sehingga 
akan selalu ada upaya manusia dan masyarakat untuk mempertahankan dan 
memperluas tanah yang dikuasainya. Terbatasnya luas tanah akan 
menimbulkan upaya untuk saling menguasai. Saling menguasai suatu bidang 
tanah merupakan faktor umum yang seringkali menimbulkan sengketa 
Penguasaan atas suatu bidang tanah. Penguasaan atas suatu bidang tanah 
juga menjadi salah satu faktor yang menghambat penerapan Asas 
Contradictoire Delimitatie, dimana terjadi ketidaksepakatan mengenai letak 
batas bidang tanah. Dalam hal ini masing-masing pihak menganggap batas 
yang ditunjukkannya adalah keterangan yang paling benar.  
Dalam hal sengketa pertanahan, data tentang pendaftaran tanah 
kemudian menjadi sangat penting sebab pendaftaran tanah yang 
diselenggarakan memberikan jaminan kepastian hukum karena akan 
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menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam pasal 19 ayat (2) huruf 
c, pasal 23 ayat (2), pasal 32 ayat (2) dan pasal 38 ayat (2) Undang-undang 
Pokok Agraria.  
Pasal 19 ayat (2) huruf c yang mengatakan bahwa : 
“Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat.”  
 
Pasal 23 ayat (2) yang mengatakan bahwa : 
“Pendaftaran termasuk dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian 
yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan 
pembebanan hak tersebut.” 
 
Pasal 32 ayat (2) yang mengatakan bahwa : 
“Pendaftaran termaksud ini dalam ayat ini menyetakan alat 
pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna 
usaha, kecuali dalam hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.” 
 
Pasal 38 ayat (2) yang mengatakan bahwa : 
“Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian 
yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya 




Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan 
pemilikan tanah faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak 
dapat diabaikan. Melihat beberapa kasus di waktu lalu cukup banyak 
sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang 
tanah tidak benar. Karena itu masalah pengukuran dan pemetaan serta 
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penyediaan peta berskala besar untuk keperluan penyelenggaraan 
pendaftaran tanah merupakan bagian yang penting yang perlu mendapat 
perhatian yang serius dan seksama, bukan hanya dalam rangka 
pengumpulan data penguasaan tanah tetapi juga dalam pengajian data 
pengusahaan/pemilikan tanah dan penyimpanan data tersebut.44 
Adapun data pendaftaran hak yang diperoleh dari Kantor Badan Pertanahan 
Nasional tahun 2012-2014 adalah sebagai berikut: 
Tabel. 1  Daftar Pendaftaran  Tahun 2012 
NO JENIS HAK BIDANG LUAS 
1 Hak Milik 1354 227166 
2 
Hak Guna Usaha 
(HGU) 0 0 
3 
Hak Guna 
Bangunan (HGB) 162 461593 
4 Hak Pakai 88 946812 
5 
Hak Pengelolaan 
(HPL) 1 50524 
6 Hak Milik Sarusun 0 0 
7 
Peng-Hak/Konversi 
TMI 957 746060 
8 Wakaf 0 0 
JUMLAH 2562 2432155 




                                                          
44 Wawancara dengan Kepala Seksi Sengketa   Konflik dan Perkara di BPN Kota Makassar tanggal 
30 juli 2015 
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Tabel 2. Daftar Pendaftaran  Tahun 2013 
NO JENIS HAK BIDANG LUAS 
1 Hak Milik 794 203128 
2 
Hak Guna Usaha 
(HGU) 0 0 
3 
Hak Guna 
Bangunan (HGB) 119 771422 
4 Hak Pakai 35 178196 
5 
Hak Pengelolaan 
(HPL) 0 0 
6 Hak Milik Sarusun 0 0 
7 
Peng-Hak/Konversi 
TMI 597 467606 
8 Wakaf 1 438 
JUMLAH 1546 1620790 
  Sumber : BPN Kota Makassar 








Sumber : BPN Kota Makassar 
 
NO JENIS HAK BIDANG LUAS 
1 Hak Milik 626 207644 
2 
Hak Guna Usaha 
(HGU) 0 0 
3 
Hak Guna Bangunan 
(HGB) 131 419635 
4 Hak Pakai 17 123452 
5 
Hak Pengelolaan 
(HPL) 0 0 
6 Hak Milik Sarusun 0 0 
7 
Peng-Hak/Konversi 
TMI 320 201578 
8 Wakaf 0 0 
JUMLAH 1094 952309 
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Tabel diatas merupakan data pendaftaran tanah yang diperoleh dari 
Badan Pertanahan Nasional Makassar yang menunjukkan data pendaftaran 
tanah mulai tahun 2013 hingga pertengahan tahun 2015. Berdasarkan data 
tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 jumlah pendaftaran sangat 
tinggi, sedangkan pada tahun 2014 hingga pertengahan tahun 2015 jumlah 
pada setiap jenis hak yang didaftarkan berkurang. 
Namun jumlah tersebut sudah sesuai dengan jumlah sengketa yang 
terjadi dimana berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi sengketa 
BPN Kota Makassar sengketa yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun 
terakhir ialah 5.202 bidang.45 Dari tahun ke tahun, jumlah kasus di bidang 
pertanahan di Indonesia memang terus meningkat. Dalam kurun dua tahun 
saja, jumlah kasus tanah yang dilaporkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
Republik Indonesia meningkat lima ribu kasus. 
Adapun dalam lingkup kota Makasar sendiri di dapatkan sengketa 
tanah dimana termasuk didalamnya tipologi sengketa mengenai Batas 
Tanah. Berikut adalah tabel sampel mengenai beberapa kasus sengketa 
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Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. 
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Tabel di atas menunjukkan beberapa kasus mengenai sengketa batas 
tanah dan kepemilikan hak di BPN Kota Makassar. Sengketa tersebut 
disebakan karena kurangnya transparansi dalam hal penguasaan dan 
pemilikan tanah disebabkan oleh terbatasnya data dan informasi penguasaan 
dan pemilikan tanah, serta kurang transparannya informasi yang tersedia di 
masyarakat merupakan salah satu penyebab timbulnya sengketa-sengketa 
tanah. Hal ini menyebabkan terkonsentrasinya penguasasan dan pemilikan 
tanah dalam hal luasan di pedesaan dan/atau jumlah bidang tanah di 
perkotaan, hanya pada sebagian kecil masyarakat. Di sisi lain persertifikatan 
tanah dilihat dari tabel sebelumnya pun menunjukkan masih cenderung 
kepada akses permintaan dari pemerintah, yang jauh melampaui sisi 
penawaran dari masyarakat itu sendiri, meskipun proyek-proyek administrasi 
pertanahan seperti prona dan proyek adjukasi relatif berhasil mencapai 
tujuannya. 
Konflik pertanahan yang terjadi selama ini berdasarkan wawancara 
dijelaskan oleh narasumber bahwa konflik pertanahan ini berdimensi luas, 
baik konflik horizontal maupun konflik vertikal.  Konflik vertikal yang paling 
banyak yaitu antara masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan milik 
negara dan perusahaan milik swasta. Sementara itu sengeketa antara 
masyarakat itu sendiri dalam hal batas kepemilikan tanah. Dimana masing-
masing pihak menganggap memiliki keterangan yang paling benar. 
Penyebab dari sengketa pertanahan tersebut pada dasarnya adalah nilai 
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ekonomis tanah yang cukup tinggi dan tanah merupakan simbol eksistensi 
dan status sosial ditengah masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya 
konflik pertanahan yang vertikal dan horizontal tersebut. 
Makna dan nilai tanah yang demikian stategis dan istimewa 
mendorong setiap orang untuk memiliki, menjaga dan merawat tanahnya 
dengan baik, bila perlu mempertahankannya sekuat tenaga sampai titik darah 
penghabisan. Secara Khusus mengenai sengketa Batas Tanah atau lahan 
yang terjadi di beberapa wilayah kota Makassar antara lain  sebagai berikut: 
1. Para pihak yang bersangkutan tidak hadir dalam penetapan batas. 
Baik pemohon maupun pemilik tanah yang berbatasan tidak bisa hadir 
pada waktu penetapan batas tanah, hal ini menghambat dalam 
pengukuran sehingga memperlambat penyelesaian pendaftaran tanah. 
Tidak hadirnya pihak yang berbatasan dapat disebabkan karena 
beberapa hal antara lain, pihak yang berbatasan pada saat penetapan 
batas berada diluar kota bahkan keluarga atau wakil tidak dapat 
mengikuti penetapan batas tersebut. Namun tidak hadirnya pihak yang 
bersangkutan  tidak langsung menutup jalannya proses pengukuran, 
pihak BPN hanya akan mengundang para pemerintah setempat (Pihak 
Kelurahan atau Kecamatan)  untuk hadir menyaksikan proses 
pengukuran sekaligus sebagai saksi yang mengesahkan bahwa tanah 
tersebut adalah benar kepemilikan si pemohon dan begitu pula 
dengan posisi batas yang bersebelahan. 
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2. Tanah Tidak Dipasangi Patok  
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara tanda batas atau 
patok bidang tanah yang dimilikinya mengakibatkan petugas ukur 
kesulitan karena batas tanahnya tidak jelas hal ini menyulitkan dalam 
pengukuran dan pemetaan. Selain itu, sebagaimana dijelaskan di awal 
bahwa tidak dipeliharanya tanda batas juga dapat mengakibatkan 
adanya pengakuan dari pihak lain yang berbatasan akan luas bidang 
tanah yang dimiliki hal tersebut kemudian yang mengakibatkan 
timbulnya sengketa. 
 
3. Ulah Para Oknum  
Dalam hal ini beberapa oknum seringkali menjadi penyebab tidak 
dilaksanakannya penerapan asas contradictoire delimitatie secara 
benar dimana pihak-pihak antara lain petugas pengukuran bersama 
dengan pejabat setempat bekerja sama dalam penambahan 
keterangan batas tanah pemohon yang menyebabkan terjadinya 
tumpang tindih batas tanah. 
4. Persoalan teknis dimana tidak adanya ketersediaan peta awal tanah 
pada Kantor Lurah dan Camat.  
Tidak tersedianya peta awal tanah serta data-data mengenai batas 
tanah pada Kantor Lurah dan Camat juga menghambat terlaksananya 
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asas Contradictoire Delimitatie. Peta awal tanah sangat diperlukan 
sebab hal itu menjadi acuan untuk melaksanakan proses pengukuran. 
 
5. Kurangnya sosialisasi atau pedoman mengenai teknis pendaftaran 
tanah. 
Sosialisasi dan pedoman kepada pemerintah setempat serta 
pengetahuan teknis adalah hal yang sangat penting dalam mendukung 
terlaksananya penerapan asas Contradictoire Delimitatie. Selain 
terhadap pemerintah setempat juga merupakan hal yang penting bagi 
warga atau setiap orang yang hendak mendaftarkan tanah untuk 
memasang dan memelihara batas atau patok bidang tanah masing-
masing. 
Sedangkan secara umum mengenai sengketa pertanahan hal-hal 
yang mengakibatkan terjadinya sengketa tanah dalam kurun waktu 3 tahun 
terakhir ialah  
1. Tumpang tindihnya keputusan-keputusan yang dikeluarkan 
lembaga- lembaga negara yang berkepentingan mengenai 
kepemilikan hak atas tanah. 
2. Tafsiran dikalangan masyarakat yang salah mengartikan mana 
tanah adat atau memiliki hak ulayat dan mana yang merupakan 
tanah bukan milik adat atau tanah negara. 
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3. Permasalahan land reform yang sampai sekarang belum bisa 
terpecahkan. 
4. Serta adanya bencana alam yang menyebabkan rusaknya tanda 
bukti kepemilikan hak atas tanah dan bergesernya tanah setelah 
bencana. 
5. Dan yang paling kompleks adalah tidak dimanfaatkannya peta 
pendaftaran tanah dan sistem komputerisasi yang belum modern. 
6. Bahkan ketidakjujuran aparat desa dan pemohohon dalam hal ini 
pemilik lahan dalam memberikan informasi kepada BPN 
merupakan faktor utama. Itulah beberapa hal kecil penyebab 
timbulnya sengketa tanah dan sertifikat  ganda yang tentunya 
masih banyak hal  lainnya yang bisa menyebabkan terjadinya hal 
itu. 
Sedangkan untuk terjadinya sertifikat-sertifikat ganda mengakibatkan 
cacat hukum seperti sertifikat palsu dan sertifikat ganda dipengaruhi oleh 
faktor-faktor intern dan ekstern. Faktor intern antara lain:  
1. Tidak dilaksanakannya Undang-Undang Pokok Agraria dan 
peraturan pelaksanaannya secara konsekuen dan 
bertanggungjawab disamping masih adanya orang yang berbuat 
untuk memperoleh keuntungan pribadi.  
2. Kurang berfungsinya aparat pengawas sehingga memberikan 
peluang kepada aparat bawahannya untuk bertindak menyeleweng 
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dalam arti tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai 
sumpah jabatannya.  
3. Ketidak telitian pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan 
sertifikat tanah yaitu dokumen-dokumen yang menjadi dasar bagi 
penerbitan sertifikat tidak diteliti dengan seksama yang mungkin 
saja dokumen-dokumen tersebut belum memenuhi persyaratan 
sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku.  
 
Faktor ekstern antara lain:  
1. Masyarakat masih kurang mengetahui undang-undang dan 
peraturan tentang pertanahan khususnya tentang prosedur 
pembuatan sertifikat tanah.  
2. Persediaan tanah tidak seimbang dengan jumlah peminat yang 
memerlukan tanah.  
3. Pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin 
meningkat sedangkan persediaan tanah sangat terbatas sehingga 
mendorong peralihan fungsi tanah dari tanah pertanian ke non 





C. Implikasi hukum terhadap asas Contradictoire Delimitatie yang 
tidak dilaksanakan sesuai dengan aturannya. 
 Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin sebelumnya 
bahwa proses pemberian hak terhadap suatu permohonan hak atas 
tanah tidak semata-mata hanya dengan melihat segi-segi prosedurnya 
saja. Suatu permohonan tidak cukup hanya dianalisis dengan apakah 
si pemohon memenuhi syarat, permohonan tersebut telah diumumkan, 
diperiksa secara fisik, diukur, dibuatkan fatwa dan lain sebagainya 
yang sifatnya prosedur, melainkan harus pula dikaji secara hukum. 
 Oleh karena itulah, maka tepat apabila stesel yang dianut dalam 
Pendaftaran Tanah/hak sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah 
No.10 Tahun 1961 adalah menganut stesel negative (cenderung 
kepada positif) yang memberikan kesempatan bagi yang merasa lebih 
berhak untuk selanjutnya membuktikan bahwa dirinya adalah pemilik 
sebenarnya dari tanah yang dimaksud. 
 Sesuatu permohonan hak atas tanah dapat kita nilai menurut 
hukum layak (feasible) untuk diproses apabila subjek pemohon dapat 
membuktikan secara hukum bahwa ia/mereka adalah pihak satu-
satunya yang berhak atas tanah yang dimohonnya. Penilaian terhadap 
pembuktian yang dilakukan oleh aparat pelaksana agraria terhadap 
permohonan tersebut adalah dari segi riwayat perolehan tanah kepada 
yang bersangkutan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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 Namun apabila serangkaian proses terbukti tidak dilaksanakan 
sesuai dengan aturan maka adapun akibat hukum yang akan 
ditimbulkan berkaitan dengan tidak melaksanakan kewajiban 
pemasangan tanda batas tanah atau pelaksanaan Asas Contradictoire 
Delimitatie adalah :46 
 
a. Akan mengakibatkan terjadinya sengketa batas antara pemegang 
hak yang satu dengan pemegang hak yang lain yang berbatasan 
sebagai akibat tidak adanya batas yang jelas dan benar,  
 
b. Akan mengakibatkan terjadinya sengketa batas antara ahli waris 
pemegang hak dengan pemegang hak lainya,  
 
c. Akan memerlukan waktu yang lama bagi pemegang hak apabila 
akan mengembalikan batas hak atas tanahnya dikemudian hari 
sebagai tidak adanya batas yang jelas dan benar,  
d. Akan mengakibatkan terkendalanya pemegang hak apabila akan 
melakukan jual beli sebagai akibat tidak adanya batas yang jelas 
dan benar. 
Dalam menangani sengketa pertanahan tersebut, maka BPN wajib 
melakukan berbagai upaya untuk menjamin kepastian hak seseorang 
atas kepemilikan suatu bidang tanah. Secara normatif, BPN adalah 
satu-satunya lembaga atau institusi di Indonesia yang diberikan 
kewenangan untuk mengemban amanat dalam mengelolah bidang 
                                                          
46 Wawancara dengan kepala seksi sengketa pada tanggal 30 Juli 2015 
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pertanahan, sesuai dengan Perpres Nomor 10 tahun 2006 tentang 
Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa BPN 
melaksanakan tugas dibidang pertanahan secara nasional regional dan 
sektoral. Dasar pembentukan BPN adalah Keputusan Presiden No. 26 
Tahun 1988. Sebagai panduan operasional BPN, pimpinan lembaga ini 
kemudian mengeluarkan SK No. 11/KBPN/1988 jo Keputusan Kepala 
BPN No. 1 Tahun 1989 tentang Organisasi Dan Tata Kerja BPN Di 
Provinsi Dan Kabupaten/Kotamadya.  
Bahkan melalui proses yang sama, pemerintah juga telah memperkuat 
peran dan posisi BPN dengan membentuk Deputi V yang secara khusus 
mengkaji dan menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan. Sesuai 
peraturan Kepala BPN-RI No. 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata 
kerja BPN-RI, pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik 
pertanahan merupakan bidang Deputi V yang membawahi: 
 
1. Direktorat konflik pertanahan  
2. Direktorat sengketa pertanahan  
3. Direktorat perkara pertanahan (Pasal 346 Peraturan Kepala BPN-
RI No. 3 Tahun 2006). 
 
Badan Pertanahan Nasional akan tetap mengupayakan solusi 
penyelesaian sengketa pertanahan dengan berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan 
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menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. 
Badan Pertanahan Nasional selalu mengupayakan solusi 
penyelesaian sengketa pertanahan dengan berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan 
menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Langkah-langkah 
penyelesaian sengketa yang mereka atau pihak BPN tempuh adalah 
musyawarah. Begitu juga dalam sengketa sertifikat ganda, BPN juga 
berwenang melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi terhadap pihak-pihak 
yang bersengketa dan menggagas suatu kesepakatan di antara para pihak. 
Kantor wilayah BPN yaitu di Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya, 
hanya bisa sampai pada putusan penyelesaian masalah, sedangkan tindak 
lanjut administrasi pertanahan tetap dilakukan BPN. 
Untuk meminimalkan sengketa pertanahan dalam hal ini sertifikat 
ganda, maka dalam hal ini peran yang dilakukan BPN sebagai pelayan 
masyarakat antara lain adalah: 
1. Menelaah dan mengelolah data untuk menyelesaikan perkara di bidang 
pertanahan. 
2. Menampung gugatan-gugatan, menyiapkan bahan memori jawaban, 
menyiapkan memori banding, memori/kontra memori kasasi, 
Memori/kontra memori peninjauan kasasi atas perkara yang diajukan 




3.  Mengumpulkan data masalah dan  sengketa pertanahan. 
4. Menelaah dan menyiapkan konsep keputusan mengenai Penyelesaian 
sengketa atas tanah. 
5. Menelaah dan menyiapkan konsep keputusan pembatalan hak atas 
tanah yang cacat administrasi dan berdasarkan kekuatan putusan 
peradilan. 
6. Mendokumentasi.  
BPN juga memiliki mekanisme tertentu dalam menangani dan 
menyelesaikan perkara atau sengketa pertanahan dalam hal ini termasuk 
juga sengketa sertifikat ganda yaitu: 
1. Sengketa tanah biasanya diketahui oleh  BPN dari pengaduan. 
2. Pengaduan ditindaklanjuti dengan mengidentifikasikan masalah. 
Dipastikan apakah unsur masalah merupakan kewenangan BPN atau 
tidak. 
3. Jika memang kewenangannya, maka BPN meneliti masalah untuk 
membuktikan kebenaran pengaduan serta menentukan apakah 
pengaduan beralasan untuk diproses lebih lanjut. 
4. Jika hasil penelitian perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan data fisik 
administrasi serta yuridis, maka kepala kantor dapat mengambil langkah 
berupa pencegahan mutasi (status quo). 
5. Jika permasalahan bersifat strategis, maka diperlukan pembentukan 
beberapa unit kerja. Jika bersifat politis, sosial, dan ekonomis maka tim 
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melibatkan institusi berupa DPR atau DPRD, departemen dalam negeri, 
pemerintah daerah terkait. 
6. Tim akan menyusun laporan hasil penelitian untuk menjadi bahan 
rekomendasi penyelesaian masalah.  
Dalam prakteknya, penyelesaian terhadap sengketa pertanahan bukan 
hanya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional tetapi juga bisa 
diselesaikan oleh lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha 
Negara. Jika diperadilan umum lebih menitikberatkan kepada hal-hal 
mengenai perdata dan pidana dalam sengketa pertanahan, lain halnya 
dengan peradilan tata usaha negara yang menyelesaikan sengketa 
pertanahan berkaitan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan 
Pertanahan Nasional atau pejabat daerah lainnya yang berkaitan dengan 
tanah. 
Pada saat ini, kebanyakan sengketa pertanahan dalam hal ini sertifikat 
ganda diselesaikan melalui 3 (tiga) cara, yaitu:47 
1. Penyelesaian secara langsung oleh pihak dengan musyawarah 
Dasar musyawarah untuk mufakat tersirat dalam pancasila sebagai dasar 
kehidupan bermasyarakat Indonesia dan dalam UUD 1945. Musyawarah 
dilakukan diluar pengadilan dengan atau tanpa mediator. Mediator 
biasanya dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh misalnya Kepala 
Desa/Lurah, ketua adat serta pastinya Badan Pertanahan Nasional.  
                                                          
47 Wawancara dengan Kepala Seksi Sengketa BPN Kota Makassar . 
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Dalam penyelesaian sengketa pertanahan lewat musyawarah, satu 
syaratnya adalah bahwa sengketa tersebut bukan berupa penentuan 
tentang kepemilikan atas tanah yang dapat memberikan hak atau 
menghilangkan hak seseorang terhadap tanah sengketa, dan diantara 
pihak bersengketa memiliki kekebaratan yang cukup erat serta masih 
menganut hukum adat setempat. 
2. Melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. 
Arbitrase adalah penyelesaian perkara  oleh seorang atau beberapa 
arbiter (hakim)  yang diangkat berdasarkan kesepakatan/ persetujuan 
para pihak dan disepakati bahwa putusan yang diambil bersifat mengikat 
dan final. Persyaratan utama yang harus dilakukan untuk dapat 
mempergunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa adalah adanya 
kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh para 
pihak. Jika telah tertulis suatu klausula arbitrase dalam kontrak atau suatu 
perjanjian arbitrase, dan pihak lain menghendaki menyelesaikan masalah 
hukumnya ke pengadilan, maka proses pengadilan harus ditunda sampai 
proses arbitrase tersebut diselesaikan dalam lembaga arbitrase. Dengan 
demikian pengadilan harus dan wajib mengakui  serta menghormati 






3. Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan 
Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, pada umumnya 
penyelesaian sengketa pertanahan yang terkait sengketa kepemilikan 
diserahkan ke peradilan umum, terhadap sengketa keputusan Badan 
Pertanahan Nasional melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan sengketa 
menyangkut tanah wakaf diajukan ke Peradilan Agama. Berdasarkan 
penjelasan tentang spesifikasi dari lembaga penyelesaian sengketa baik 
lembaga litigasi dan lembaga non litigasi, sampai saat ini jelas bahwa 
semua cara itu tidak dapat menyelesaikan masalah sengketa pertanahan 
secara tuntas dalam waktu yang singkat, malah cenderung berlarut-larut. 
Namun proses mediasi yang dilakukan BPN tidak mampu 
menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada saat ini untuk itulah 
mengapa BPN sangat sulit untuk mewujudkan seluruh visi, misi dan 
program-program strategis yang diembannya. BPN mengalami kendala 
dalam mengatasi sengketa pertanahan khususnya permasalahan 













Berdasarkan jawaban dari permasalahan dari permasalahan 
sebelumnya seperti yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah Pasal 19 s/d Pasal 23. Penerapan asas 
Contradictoire Delmitatie dalam penetapan batas pada proses 
pendaftaran tanah di kota Makassar belum berjalan sebagaimana 
mestinya. Karena seharusnya penerapan asas Contradictoire 
Delmitatie dilakukan pada saat sebelum petugas ukur melakukan 
pengukuran, pihak-pihak yang berbatasan harus hadir dan 
menunjukkan batas-batas tanahnya sekaligus memasang tanda-
tanda batas pada batas yang telah disepakati. Setelah itu pihak yang 
berbatasan menandatangani lembar isian pendaftaran, yaitu lembar 
gambar ukur sebagai tanda bukti bahwa asas Contradictoire 
Delimatie dipenuhi saat penetapan batas dan pengukuran.  
2. Fakor-faktor yang menghambat dalam penerapan asas Contradictoire 
Delmitatie pada penetapan batas pada proses pendaftaran tanah 
antara lain adanya sengketa batas tanah, tanah tidak dipasangi 
92 
 
patok, sehingga batas tanahnya tidak jelas, hal ini menyulitkan dalam 
pengukuran dan pemetaan, para pihak baik pemohon maupun 
pemilik tanah yang berbatasan tidak bisa hadir pada waktu 
penetapan batas tanah, hal ini menghambat dalam pengukuran 
sehingga memperlambat penyelesaian pendaftaran tanah. Cara 
mengatasinya yaitu penyelesaian sengketa batas secara 
musyawarah dan melalui pengadilan, pemasangan patok tanda batas 
tanah, menunda penetapan batas atau dengan surat kuasa.  
2. Implikasi hukum Implikasi hukum jika asas Contradictoire Delmitatie 
tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan maka akan terjadi 
ketidakpastian hak seseorang atas kepemilikan suatu bidang tanah 
yang mengakibatkan sengketa dan konflik pertanahan. Seperti 
terjadinya sengketa batas antara pemegang hak yang satu dengan 
pemegang hak yang lain yang berbatasan sebagai akibat tidak 











1. Bagi pemilik tanah hendaknya memasang batas-batas tanah yang 
jelas untuk menghindari sengketa batas tanah. Pemilik tanah yang 
berbatasan dengan tanah yang dimohonkan pengukurannya 
hendaknya menyaksikan penetapan batas dan pengukuran tanahnya 
untuk menghindari sengketa batas tanah dikemudian hari.  
2. Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah dalam hal ini Badan 
Pertanahan Nasional kepada masyarakat tentang pentingnya 
pemasangan dan penetapan batas-batas. 
3. Perlunya regulasi yang jelas dari Badan Pertanahan dalam proses 
pendaftaran tanah demi menghindari terjadikan sengketa dan konflik 
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